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P  U  T  U  S  A  N

Nomor.   173 PK/Pdt /2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H   A G U N G

memer iksa  perkara  perda ta  dalam  pen in jauan  kembal i  te l ah  

memutuskan  sebaga i  ber i ku t  da lam perkara  :

1. YOSEPH MAU LEON, 

2. MARIA SOIK,   keduanya  ber tempat  t i ngga l  d i  

RT.  009  RW. 005,  L ingkungan  Kufeu ,  Kelu rahan  

Rinbes i ,  Kecamatan  Kota  Atambua,  Kabupaten  

Belu ,  Nusa  Tenggara  Timur ,  da lam  ha l  in i  

member i  kuasa  kepada  :  GUSTAF JACOB,  SH.  dan  

kawan- kawan,  Advokat ,   berkan to r  d i  Ja lan  

Achmad  Yani  No.  33,  Oeba- Kupang  NTT,  

berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  tangga l  20 Mei  

2009,

para  Pemohon  Penin jauan  Kembal i  dahulu  

Termohon  Kasasi  /  para  Tergugat  –  para  

Pembanding;   

m e l  a w a n :

PETRUS LAE,  ber tempat  t i ngga l  d i  RT.  009  RW. 

005,  L ingkungan  Kufeu ,  Kelu rahan  Rinbes i ,  

Kecamatan  Kota  Atambua,  Kabupaten  Belu ,  Nusa 

Tenggara  Timur ,

Termohon  Penin jauan  Kembal i  dahulu  Pemohon 

Kasasi  /  Penggugat  – Terbanding;

Mahkamah Agung te rsebu t   ;

Menimbang,  bahwa  dar i  sura t - sura t  yang  

bersangku tan  te rnya ta  para  Pemohon  Penin jauan  Kembal i  

dahu lu  sebaga i  para  Termohon  Kasas i / pa ra  Tergugat   – 

Pembanding  te l ah  mengajukan  permohonan  penin jauan  

kembal i  te rhadap  putusan  Mahkamah  Agung  Republ i k  

Indones ia  No.  2291  K/Pdt /2007  tangga l  25  November  2008  

yang  te l ah  berkekua tan  hukum  te tap ,  da lam  perkaranya  

melawan  Termohon  Penin jauan  Kembal i  dahu lu  Pemohon 

Kasas i /Pengguga t  –Terband ing  dengan  pos i t a  perkara  
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sebaga i  ber i ku t  :

Bahwa se jak  tahun  1955  sampai  dengan  tahun  1961  

Penggugat  bersama is t e r i  dan anak- anak  Penggugat  berd iam  

di  atas  seb idang  tanah  yang  masih  kosong  te r l e t a k  di  

Dusun  Kufeu ,  Desa  Tukuneno  sekarang  Lingkungan  Kufeu ,  

Kelu rahan  Rinbes i ,  Kecamatan  Kota  Atambua,  Kabupaten  

Belu  se luas  ± 5000  m2 dengan  bag ian  batas - batas  sebaga i  

ber i ku t  :

Timur :  Dengan  Ja lan  Raya  Jurusan  Atambua-

Kupang,

Bara t :  Dengan  Ja lan  Raya  Jurusan  Pemakaman 

Is l am,

Utara :  Tanah  mi l i k  Sdr .  MARKUS YOS LOE dan  

sebag ian  tanah  

  sengke ta   anta ra  MARKUS YOS LOE dengan  

  DOMINIKUS RIBERU dan tanah  Drs .  DANIEL YOS 

BRIA,

Sela tan :  Dengan  tanah  mi l i k  Sdr .  MORSEL SALEM 

dan tanah  

  GASPAR KLAU,

Bahwa  di  atas  pers i l  te r sebu t  se la i n  te rdapa t  

bangunan  rumah  untuk  dihun i ,  ada  pula  sarana- sarana  

bangunan  la i nnya  berupa  sebuah  per i g i ,  dan  te rase r i ng  

tadahan  untuk  memel iha ra  kesuburan  tanah  dengan  menanam 

tanaman  Lamtoro /pe ta i  Cina  loka l ,  dan  rumpun- rumpun  

Nenas,  ser ta  berbaga i  aneka  tanaman  serbaguna  seper t i  

pohon- pohon  yang  te rd i r i  dar i  :  Mangga,  Kelapa ,  

Kapok/Randu,  Jat i ,  serumpun  bambu  yang  masih  te tap  

te r l e s t a r i  d i  atas  tanah  garapan  Penggugat  yang  

diupayakan  Penggugat  se jak  tahun  1995  sampai  dengan  

tahun  1957  sekarang  nampak  pohon- pohon  pel i ha raan  

Penggugat  semakin  menghutan  di  atas  tanah  mi l i k  

Penggugat ;

Bahwa pada tahun  1959  Penggugat  d iu tus  oleh  Dinas  

Per tan ian  Kabupaten  Belu  untuk  mengiku t i  Pendid i kan  di  

Singara ja  se lama 3 tahun .
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Sedangkan  is t e r i  Penggugat  dan  anak- anak  t i ngga l  te tap  

pada  rumah  ked iaman  di  atas  tanah  mi l i k  Penggugat  di  

L ingkungan  Kufeu .  La lu  pada  tahun  1960  datang lah  

Tergugat  I  YOSEPH MAU LEON seraya  meminta  iz i n  kepada  

is t e r i  Penggugat  untuk  sementara  t i ngga l  bersama dengan  

ke luarga  Penggugat  di  rumah ked iaman di  Kufeu ;

Bahwa pada  tahun  1961  sete lah  se lesa i  pend id i kan  

Penggugat  kembal i  ke  Atambua,  tak  lama  kemudian  

di tugaskan  oleh  Kepala  Dinas  Per tan ian  Kabupaten  Belu  

untuk  menjaba t  sebaga i  Kepala  Dinas  Per tan ian  d i  

Kecamatan  Lamaknen  dan  karena  tugas ,  maka Penggugat  dan  

ke luarganya  te rpaksa  berp indah  ke  Lamaknen   sedangkan  

Tergugat  I  untuk  sementara  atas  iz i n  Penggugat  te tap  

t i ngga l  d i  rumah  Penggugat  sambi l  berusaha  mencar i  

tempat  t i ngga l  yang  la i n ;

Bahwa  menuru t  rencana  manaka la  Penggugat  dan 

ke luarganya  berp indah  kembal i  ke  Atambua atau  pada  masa 

pens iun  akan  kembal i  t i ngga l  pada  tanah  mi l i k  Penggugat  

yang  te l ah  te rsed ia ,  maka  ser i ng - ser i ng  Penggugat  dan  

ke luarga  mengunjung i  rumah  ked iaman  Penggugat  sambi l  

menengok  tanaman- tanaman  yang  ada  d i  atas  tanah  mi l i k  

Penggugat  d i  Kufeu ;

Bahwa  Terguga t  I  sebe lum  dan  sesudah  menikah  

dengan  Tergugat  I I  te l ah  sek ian  lama  mereka  t i ngga l  

(menumpang)  di  atas  tanah  mi l i k  Penggugat  t i dak  suka  

mencar i  tempat  t i ngga l  yang  la i n ,  dan pada sek i t a r  tahun  

1978  tanpa  kompromi  te r l eb i h  dahu lu  dengan  Penggugat ,  

lan tas  dengan  diam- diam melakukan  pembongkaran  te rhadap  

rumah  bekas  ked iaman  Penggugat  yang  se lama  18  tahun  

dihun inya  hendak  menggant i kan  dengan  membangun  sebuah  

rumah  permanen  la l u  Terguga t  d i tegu r  oleh  Penggugat  

dengan  melarang  bag inya  untuk  t i dak  boleh  membangun lag i  

rumah  di  atas  tanah  mi l i k  Penggugat ,  malah  bangunan  

te rus  di l akukan  dengan  alasan  karena   rumah  Penggugat  

te l ah  ambruk  per l u  digan t i  dengan  rumah yang  ba ik  untuk  

did iami  sementara  waktu  Tergugat  masih  menumpang di  atas  
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tanah  Penggugat ;

Bahwa pada  tahun  1985  Terguga t  I  nyar i s  mengambi l  

a l i h  hak  Penggugat  hendak  menguasa i  tanah  mi l i k  

Penggugat  untuk  dimi l i k i  dengan  diam- diam  mendatangkan  

Prona/Pe tugas  Per tanahan  Kabupaten  Belu  untuk  mengukur  

tanah  Penggugat  tanpa  sepengetahuan  Penggugat ,  mendengar  

i t u  Penggugat  pada  tangga l  7  Desember  1985  secara  

te r t u l i s  mengajukan  kebera tan  kepada  Kepala  Kantor  

Agrar i a  Kabupaten  Belu  dengan  tembusan  kepada  Camat  

Tas i f e t o  Bara t ,  Kepala  Desa Tukuneno,  Kepala  Dusun Kufeu  

dan Tergugat  I  YOSEPH MAU LEON untuk  maklum;  

Bahwa atas  kebera tan - kebera tan  te rsebu t  pada  tangga l  30  

Desember  1985 Kepala  Kanto r  Agr ar i a  mengadakan  pangg i l an  

secara  khusus  kepada  Penggugat  untuk  didengar  Penje lasan  

sambi l  mengajukan  bukt i - bukt i  yang  berka i t an  dengan  

tanah  mi l i k  Penggugat  yang te l ah  menjad i  ob jek  sengke ta ;

Bahwa  la l u  pada  tangga l  11  Januar i  1986  Kepala  

Kanto r  Agrar i a  mengeluarkan  undangan  kepada  Pani t i a  “A”  

Kabupaten  Belu  di  Atambua masing- masing  :

1. Kabag Pem. Umum pada Setwi l da  Tk.  I I  Belu  di  Atambua.

2. Camat  Tas i f e t o  Bara t  d i  Nenuk.

3. Kepala  Desa Tukuneno  d i  Kota foun .

Guna di l akukan  penye lesa ian  te rhadap  masalah  tanah  yang  

te l ah  disengke takan  anta ra  Penggugat  dengan  Tergugat  

yang  akh i rnya  d i t unda  dan karena  ada urusan  penye lesa ian  

dar i  pan i t i a  yang  bersangku tan  la l u  Kepala  Kanto r  

Agrar i a  mengembal i kan  kasus  in i  ke  tangan  Penggugat  

untuk   d ise lesa i kan  oleh  Kepala  Desa  Tukuneno  sete lah  

mencata t  kete rangan  Tergugat  I  yang  dengan  tegas  mengaku  

di  hadapan  Agrar i a  dimuka  Penggugat  ser ta  i s t e r i  dan  

anak- anak  Penggugat ,  bahwa se lama  in i  Terguga t  I  hanya  

menumpang pada tanah  mi l i k  Penggugat ;

Bahwa  pada  tangga l  10  Agustus  1988  Penggugat  

mengadakan  susu lan  sura t  ke  I I  sete lah  sura t  ke  I  kepada  

Kepala  Desa  Tukuneno  dengan  melampi rkan  bukt i  berupa  

sehe la i  sura t  daf ta r  jen i s  bangunan  dan  tanaman- tanaman 
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yang  te l ah  dida ta  tangga l  22 Ju l i   1988  untuk  dip roses ,  

namun  oleh  karena  pihak  Tergugat  d ipangg i l  t i dak  mau 

menghadap maka t i dak  ada penye lesa ian ;

Bahwa  oleh  karena  tanah  sengketa  sebaga imana  

te rsebu t  d i  atas  adalah  benar - benar  mi l i k  Penggugat  yang  

dapat  d ibuk t i k an  dengan  berbaga i  a la t  bukt i  yang  cukup  

berupa  :  Bangunan  dan  tanaman- tanaman ser ta  saks i - saks i  

dan sura t - sura t  maupun pengakuan  dar i  Terguga t  I  send i r i  

yang  dengan  tegas  menyatakan  di  hadapan  pihak  Per tanahan  

Kabupaten  Belu  maka  atas  dasar  demik ian  pernah  pada  

tahun  2003  dengan  tekad  Penggugat  mengajukan  permohonan  

kepada  Kepala  Agrar i a  Kabupaten  Belu  untuk  pengukuran  

atas  tanah  sengketa  mi l i k  Penggugat  di  Kufeu  dengan  

membayar  uang  muka sebesar  Rp 250.000 , -  (dua  ra tus  l ima  

puluh  r ibu  rup iah )  te rnya ta  sampai  sekarang  t i dak  

di rea l i s a s i k an  oleh  pihak  Per tanahan  dengan  alasan  

karena  sta tus  tanah  masih  da lam keadaan  sengketa   per lu  

dise lesa i kan  dahu lu ,  maka  Penggugat  mengajukan  gugatan  

in i ,  ke  hadapan  Pengad i l an  Neger i  Atambua untuk  diad i l i  

sesua i  dengan keten tuan  hukum yang ber laku ;

Bahwa Tergugat  I  dan  Tergugat  I I  dengan  senga ja  

ber l ama- lama  menumpang  di  atas  tanah  Penggugat  bukan  

dengan  et i ka t  ba ik  mela inkan  dengan  kehendak  buruk  mau 

memanipu las i  tanah  mi l i k  Penggugat  untuk  dimi l i k i  secara  

t i dak  sah,  merupakan  suatu  perbua tan  yang  merug ikan  

Penggugat  dan melanggar  hukum,  maka demi  hukum Penggugat  

menuntu t  agar  para  Tergugat  d ihukum  untuk  menyerahkan  

tanah  objek  sengketa  te rsebu t  kepada  Penggugat  da lam 

keadaan  kosong  te rkecua l i  har ta  benda  mi l i k  Penggugat  

yang  berada   d i  atas  tanah  sengke ta  te tap  te r l e s t a r i  dan  

s iapapun  yang  k i ranya  mendapat  hak  dar i  Tergugat  atas  

tanah  sengketa  patu t  melepaskan  se lu ruh  haknya  kepada  

Penggugat  sebaga i  pemi l i k  yang sah;

Bahwa se la i n  Tergugat  I  dan  Tergugat  I I  d ihukum 

untuk  menyerahkan  kembal i  tanah  objek  sengketa  kepada  

Penggugat  ada  pula  hal - ha l  yang  re levan  dengan  kasus  
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pos i t a  in i ,  ya i t u  :  Tuntu tan  gant i  rug i  yang  akan  

dipe r t anggungkan  pula   kepada  para  Tergugat  atas  has i l  

usaha  yang  ada  d i  atas  tanah  sengke ta  sesua i  yang  te l ah  

te rpe r i n c i  d i  atas ,  o leh  karena  Tergugat  I  dan  Terguga t  

I I  t i ngga l  menumpang  pada  rumah  ked iaman  Penggugat  

ser ta  menikmat i   has i l  usaha  Penggugat  dia tas  tanah  

Penggugat  da lam  waktu  45  tahun  lamanya  di taks i r  dengan  

uang  tuna i  per tahun  Rp 1.000 .000 , -  x  45  tahun  menjad i  

sebesar  Rp 45.000 .000 , -  (empat  pu luh  l ima  ju ta  rup iah )  

patu t  d ibayarkan  kepada  Penggugat ;

Bahwa Penggugat  merasa  kebera tan  ka lau  perkara  in i  

sedang  dalam  pers idangan  Pengad i l an  para  Tergugat  akan  

mengal i hkan  tanah  sengke ta  maupun har ta  mi l i knya  kepada  

pihak  la i n ,  maka  Penggugat  mohon  mendahulu i  kepada  

Pengad i l an  Neger i  Atambua untuk  mele takkan  Si ta  Jaminan  

(conserv to i r  bes lag )  atas  tanah  te rpe rka ra  dan  se lu ruh  

har ta  mi l i k  Tergugat  ba ik  yang  bergerak  maupun  tak  

bergerak  untuk  menjamin  gugatan  Penggugat  yang  ada;  

Bahwa berdasarkan  alasan- alasan  te rsebu t  d i  atas ,  

Penggugat  mohon  kepada  Pengad i l an  Neger i  Atambua,  agar  

menja tuhkan  putusan  sebaga i  ber i ku t  :

PRIMAIR  :

1. Mener ima  dan  mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk  

se lu ruhnya ;

2. Menyatakan  menuru t  hukum,  tanah  sengketa  se luas  ± 

5000  m2 yang  te r l e t a k  di  L ingkungan  Kufeu ,  Kelu rahan  

Rinbes i ,  Kecamatan  Kota  Atambua,  Kabupaten  Belu  

dengan batas - batas  :

Timur :  Dengan  Ja lan  Raya  Jurusan  Atambua-

Kupang,

Bara t :  Dengan  Ja lan  Raya  Jurusan  Pemakaman 

Is l am,

Utara :  Tanah  mi l i k  MARKUS YOS  LOE  dan 

sebag ian  tanah    

   sengketa   anta ra  MARKUS YOS LOE dengan  

   DOMINIKUS RIBERU dan  tanah  Drs .  DANIEL 
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YOS BRIA,

Sela tan :  Dengan tanah  mi l i k  MORSEL SALEM dan tanah  

   GASPAR KLAU,  ada lah   pemi l i k  sah  dar i  

Penggugat  yang  

   d ibuka  se jak  tahun  1995;

3. Menyatakan  menuru t  hukum Tergugat  I  dan  Tergugat  I I  

yang  karena  te l ah  nyata  menguasa i  tanah  sengketa  

mi l i k  Penggugat  untuk  d imi l i k i  dengan  melawan  hak  

Penggugat  adalah  perbua tan  melawan hukum;

4. Menghukum  te rhadap  Tergugat  I  dan  Tergugat  I I  

menyerahkan  hak  sepenuhnya  kepada  Penggugat  untuk  

menguasa i  kembal i  tanah  mi l i knya  dalam pos is i  seper t i  

sed ia  ka la ,  dan  s iapapun  yang  k i ranya  mendapat  hak  

dar i  p ihak  Tergugat  patu t  melepaskan  se lu ruh  haknya  

kepada  Penggugat  sebaga i  pemi l i k  yang  sah;

5. Menghukum  pu la  kepada  Terguga t  I  dan  Tergugat  I I  

untuk  menggant i  rug i  kepada  Penggugat  dengan  membayar  

has i l - has i l  usaha  yang  dip roduks i kan  Penggugat  di  

atas  tanah  sengketa  yang  sedang  din i kmat i  o leh  

Tergugat   I   dan  I I   da lam  kurun   waktu   45  tahun  

lamanya  d i t aks i r  per tahun  Rp 1.000 .000 , -  x  45   tahun  

menjad i   jumlah   sebesar  Rp 45.000 .000 , -  (empat  pu luh  

l ima  ju t a  rup iah ) .  Patu t  d ibayar  kepada  Penggugat  

secara  tuna i  dan langsung ;

6. Menyatakan  s i t a  jaminan  yang  di l e t akkan  oleh  

Pengad i l an  Neger i  Atambua adalah  sah dan berharga ;

7. Menghukum  kepada  para  Tergugat  I  dan  Tergugat  I I  

untuk  membayar  semua biaya  yang  t imbu l  da lam perkara  

in i ;

SUBSIDAIR  :

- Dalam  perad i l an  yang  baik  mohon  satu  keputusan  

yang  adi l  (Ex  aequo et  bono) ;

Menimbang,  bahwa  atas  gugatan  te rsebu t ,  para  

Tergugat  te l ah  mengajukan  ekseps i  yang  pada  pokoknya  

sebaga i  ber i ku t  :

Bahwa da lam  sura t  gugatan  Penggugat  luas  bidang  

Hal  7 dar i  40 hal .   Putusan  No.  173 
PK/Pdt /2010

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanah  sengketa  (ob jek  hukum)  sama dengan ± 5.000  m2;

Bahwa kebenaran  fak ta  per i s t i wa  bidang  tanah  yang  

dibuka  oleh  Penggugat    (Penggugat  awal )   kemudian  

di t i n gga l    perg i   luasnya    ± 3.833  m2;

Bahwa kebenaran  per i s t i wa  menunjukkan  pula  para  

Tergugat  te l ah  menggarap /memper luas  b idang  tanah  yang  

di t i n gga l  Penggugat  se luas  ± 3.516   m2  menyatu  menjad i  

± 7.349   m2;

Dengan  demik ian  berdasarkan  argumen di  atas  maka 

sura t  gugatan  Penggugat  ada lah  kabur  ten tang  ob jek  

hukum  bidang  tanah  sengke ta  sama  dengan  Erro r  In  

Objek to ;

Bahwa te rhadap  gugatan  te rsebu t  Pengadi l an  Neger i  

Atambua  te lah  menja tuhkan  putusan ,  ya i t u  putusan  No.  

03/Pd t .G /2006 /PN.A tb  tangga l  5 Maret  2007 yang  amarnya  

sebaga i  ber i ku t  :

DALAM EKSEPSI.

- Menolak  Ekseps i  dar i  para  Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk  sebag ian ;

2. Menyatakan  tanah  sengketa  se luas  ±  4556  m2 yang  

te r l e t a k  d i  L ingkungan  Kufeu ,  Kelurahan  Rinbes i ,  

Kecamatan  Kota  Atambua,  Kabupaten  Belu ,  dengan  

batas - batas  tanah  sebaga i  ber i ku t  :

a. Sebelah  Timur  berba tasan  dengan  Ja lan  Raya 

ju rusa n Atambua – Kupang  dengan  ukuran  pan jang  ± 

50,60  meter ;

b. Sebelah  Bara t  berba tasan  dengan  

te rase r i ng / sengke ta  dengan  ukuran  pan jang  ± 33,67  

meter ;

c. Sebelah  Utara  berba tasan  dengan  MARKUS YO LOE,  

dengan  tanah  sengketa  anta ra  MARKUS YOS LOE dan  

tanah  DOMINIKUS RIBERU,  ser ta  tanah  Drs .  DANIEL 

YOS BRIA dengan  ukuran  pan jang  ± 110,95  meter ;

d. Sebelah  Sela tan  berba tasan  dengan  MORSEL SALEM 

dan  GABRIEL  KLAU dengan  ukuran  pan jang  ± 104,15  

8
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meter ;

ada lah  tanah  mi l i k  Penggugat  yang  dibuka  se jak  

tahun  1955;

3. Menyatakan  perbua tan  Tergugat  I  dan  Tergugat  I I  

yang  karena  te l ah  nyata  menguasa i  tanah  sengketa  

mi l i k  Penggugat  untuk  d imi l i k i  dengan  melawan  hak  

Penggugat  adalah  merupakan  perbua tan  melawan hukum;

4. Menghukum Tergugat  I  dan  Tergugat  I I  atau  s iapa  

sa ja  yang  mendapat  hak  dar i  para  Tergugat  agar  

segera  menyerahkan  tanah  sengke ta  kepada  Penggugat  

da lam  keadaan  kosong  bebas  dar i  sega la  macam 

pembebanan bi l a  per lu  dengan bantuan  Pol i s i ;

5. Menghukum  para  Tergugat  untuk  membayar  se lu ruh  

biaya  perkara  yang  t imbu l  da lam perkara  in i  sebesar  

Rp 806.000 , -  (de lapan  ra tus  enam r i bu  rup iah ) ;

6. Menolak  gugatan  Penggugat  untuk  se leb ihnya ;

Menimbang,  bahwa  dalam  t i ngka t  banding  atas  

permohonan  para  Tergugat  putusan  Pengad i l an  Neger i  

te rsebu t  te l ah  diba ta l kan  oleh  Pengad i l an  Tingg i  

Kupang  dengan  putusan  No.  36/PDT/2007 /PT  PTK.  tangga l  

14 Ju l i  2007,  yang amarnya  sebaga i  ber i ku t  :

- Mener ima  permohonan  band ing  dar i  para  

Tergugat /Pemband ing ;

- Membata lkan  putusan  Pengad i l an  Neger i  Atambua 

tangga l  5 Maret  2007 Nomor  :  03/PDT.G/2006 /PN.ATB. ;

MENGADILI  SENDIRI   :

DALAM EKSEPSI  :

- Menyatakan  menolak  ekseps i  dar i  para  

Tergugat /Pemband ing  untuk  se lu ruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak  gugatan  Penggugat /Te rband ing  untuk  

se lu ruhnya ;

- Menghukum Penggugat /Te rband ing  untuk  membayar  biaya  

perkara  dalam  kedua  t i ngka t  perad i l an ,  yang  untuk  

t i ngka t  band ing  sebesar  Rp  250.000 , -  (dua  ra tus  

l ima  puluh  r ibu  rup iah ) ;
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Menimbang,  bahwa amar  putusan  Mahkamah Agung  RI  

No.  2291  K/PDT/2007  tangga l  25  November  2008  yang  

te l ah  berkekua tan  te tap  te rsebu t  ada lah  sebaga i  

ber i ku t  :

Mengabulkan  permohonan  kasas i  dar i  Pemohon Kasas i  

:  PATRUS LAE te rsebu t ;

Membata lkan  putusan  Pengad i l an  Tingg i  Kupang  No.  

36/PDT/2007 /PT.K .  tangga l  14  Ju l i  2007  yang  

membata lkan  putusan  Pengad i l an  Neger i  Atambua  No.  

03/Pd t .G /2006 /PN.A tb . ,  tangga l  5 Maret  2007;

MENGADILI  SENDIRI  :

DALAM EKSEPSI.

Menolak  Ekseps i  dar i  para  Terguga t ;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk  sebag ian ;

2. Menyatakan  tanah  sengketa  se luas  ±  4556  m2 yang  

te r l e t a k  di  L ingkungan  Kufeu ,  Kelu rahan  Rinbes i ,  

Kecamatan  Kota  Atambua,  Kabupaten  Belu ,  dengan  

batas - batas  :

a. Sebelah  Timur  berba tasan  dengan  Ja lan  Raya 

ju rusan  Atambua – Kupang  dengan  ukuran  pan jang  ± 

50,60  meter ;

b. Sebelah  Bara t  berba tasan  dengan  

te rase r i ng / sengke ta  dengan  ukuran  pan jang  ± 33,67  

meter ;

c. Sebelah  Utara  berba tasan  dengan  MARKUS YO LOE,  

dengan  tanah  sengketa  anta ra  MARKUS YOS LOE dan  

tanah  DOMINIKUS RIBERU,  ser ta  tanah  Drs .  DANIEL 

YOS BRIA dengan  ukuran  pan jang  ± 110,95  meter ;

d. Sebelah  Sela tan  berba tasan  dengan  MORSEL SALEM 

dan  GABRIEL  KLAU dengan  ukuran  pan jang  ± 104,15  

meter ;

ada lah  tanah  mi l i k  Penggugat  yang  di  buka  se jak  

tahun  1955;

3. Menyatakan  perbua tan  Terguga t  I  dan  Tergugat  I I  

yang  karena  te lah  nyata  menguasa i  tanah  sengketa  
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mi l i k  Penggugat  untuk  d imi l i k i  dengan  melawan  hak  

Penggugat  ada lah  merupakan  perbua tan  melawan hukum;

4. Menyatakan  Tergugat  I  dan  Tergugat  I I  atau  s iapa  

sa ja  yang  mendapat  hak  dar i  para  Terguga t  agar  

segera  menyerahkan  tanah  sengke ta  kepada  Penggugat  

da lam  keadaan  kosong  bebas  dar i  sega la  macam 

pembebanan,  bi l a  per lu  dengan  bantuan  Pol i s i ;

Menghukum  para  Termohon  Kasas i / pa ra  Tergugat  

untuk  membayar  biaya  da lam semua t i ngka t  perad i l an  dan  

dalam  t i ngka t  kasas i  in i  d i t e t apkan  sebesar  Rp 

500.000 , -  ( l ima  ra tus  r i bu  rup iah ) ;

Menimbang,  bahwa  sesudah  putusan  yang  te l ah  

mempunyai  kekuatan  hukum  te tap  te rsebu t  in  casu  

putusan  Mahkamah  Agung  R. I .   No.  2291  K/PDT/2007 .  

tangga l  25  November  2008,  d ibe r i t a hukan  kepada  para  

Pemohon  Penin jauan  Kembal i  dahu lu  para  Termohon  

Kasas i / pa ra  Tergugat  – para  Pembanding   pada tangga l  6 

Mei  2009,  kemudian  te rhadapnya  oleh  para  Pemohon 

Penin jauan  Kembal i  dahulu  para  Termohon  Kasas i / pa ra  

Tergugat  – para  Pembanding  dengan  peran ta raan  kuasanya  

khusus  berdasarkan  sura t  kuasa  khusus  tangga l  20  Mei  

2009,  d ia jukan  permohonan  pen in j auan  kembal i  secara  

l i s an  di  Kepani t e raan  Pengad i l an  Neger i  Atambua  pada  

tangga l  10  Desember  2009,  yang  dise r t a i  dengan  memor i  

a lasan- alasannya  yang  d i t e r ima  d i  Kepani te r aan  

Pengad i l an  Neger i  te rsebu t  pada har i  i t u  juga ;

Menimbang,  bahwa  ten tang  permohonan  pen in jauan  

kembal i  te rsebu t  te lah  dibe r i t a hukan  kepada  p ihak  

lawan  dengan  seksama  pada  tangga l  17  Desember  2009,  

d ia jukan  jawaban  memor i  Penin jauan  Kembal i  yang  

di te r ima  di  Kepani t e raan  Pengad i l an  Neger i  Atambua 

pada tangga l  08 Januar i  2010;

Menimbang,  bahwa  o leh  karena  i t u  sesua i  dengan  

Pasal  68,  69,  71 dan 72 Undang- Undang No.14  Tahun 1985  

sebaga imana  yang  te lah  diubah  dengan  Undang- Undang No.  

5  Tahun  2004,  permohonan  penin jauan  kembal i  a  quo  
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beser ta  alasan- alasannya  te l ah  dia j ukan  dalam tenggang  

waktu  dan  dengan  cara  yang  d i t en tukan  Undang- Undang,  

maka oleh  karena  i t u  fo rmi l  dapat  d i t e r ima ;

Menimbang,  bahwa para  Pemohon Penin jauan  Kembal i  

dahu lu  para  Termohon  Kasas i / pa ra  Tergugat  –  para  

Pembanding  te l ah  mengajukan  alasan- alasan  pen in jauan  

kembal i  yang  pada pokoknya  berbuny i  sebaga i  ber i ku t :

A. ALASAN-ALASAN  DIAJUKANNYA  PERMOHONAN PENINJAUAN 

KEMBALI  TERHADAP PUTUSAN A QUO.

Bahwa  berdasarkan  Pasal  67  Undang- Undang  Mahkamah 

Agung  (Undang- Undang  No.  14  Tahun  1985  Tentang  

Mahkamah  Agung  sebaga imana  di rubah  dengan  Undang-

Undang No.  5 Tahun 2004)  disebu tkan  :

"Permohonan  Penin jauan  Kembal i  putusan  perkara  

perda ta  yang  te l ah   mempero leh  kekua tan  hukum yang  

te tap  dapat  d ia j ukan  hanya  berdasarkan  alasan-

alasan"  sebaga i  ber i ku t :

a. Apabi l a  putusan  didasarkan  pada  suatu  kebohongan  

atau  t i pu  musl iha t  p ihak  lawan  yang  dike tahu i  

sete lah  perkaranya  dipu tus  atau  didasarkan  pada  

bukt i - bukt i  yang  kemudian  oleh  hak i m dinya takan  

palsu ;

b. Apabi l a  sete lah  perkara  dipu tus ,  d i temukan  sura t -

sura t  bukt i  yang  bers i f a t  menentukan  yang  pada  

waktu  perkara  d iper i k sa  t i dak  dapat  d i temukan;

c. Apabi l a  te lah  dikabu l kan  suatu  hal  yang  t i dak  

di tun tu t  atau  leb ih  dar i  pada yang  di tun tu t ;

d. Apabi l a  mengenai  sesuatu  bag ian  dar i  tun tu tan  

belum  dipu tus  tanpa  dipe r t imbangkan  sebab-

sebabnya;

e. Apabi l a  anta r  p ihak - pihak  yang  sama  mengenai  

suatu  soa l  yang  sama,  atas  dasar  yang  sama oleh  

Pengad i l an  yang  sama atau  sama t i ngka tnya  te l ah  

dibe r i k an  putusan  yang  ber ten tangan  satu  dengan  

yang  la i n ;

f . Apabi l a  da lam  suatu  putusan  te rdapa t  suatu  

12
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kekh i l a f an  Hakim  atau  suatu  keke l i r u an  yang  

nyata ;

Maka pada  kesempatan  in i  perkenankan  para  Pemohon 

Penin jauan  Kembal i / pa ra  Termohon  Kasas i / pa ra  

Tergugat / pa ra  Pembanding  mendasarkan  Permohonan  

Penin jauan  Kembal inya  pada ;

B. Apabi l a  sete lah  perkara  dipu tus ,  d i t emukan  sura t -

sura t  bukt i  yang  bers i f a t  menentukan  yang  pada  

waktu  perkara  dipe r i k sa  t i dak  dapat  d i temukan  

sebaga imana  dimaksud  pada  :  (Pasa l  67  huru f  b  

Undang- Undang Mahkamah Agung)  ;

Bahwa dalam hal  in i  sura t - sura t  bukt i  yang  bers i f a t  

menentukan  (Novum)  yang  d imaksud  oleh  para  Pemohon 

Penin jauan  Kembal i / pa r a  Termohon  Kasas i  /pa ra  

Tergugat / pa ra  Pembanding ,  ada lah  sebaga i  ber i ku t  ;

1. Buku  Induk  A  I ,  d i  Desa  Tukuneno,  Kecamatan  

Tas i f e t o  Bara t ,  Kabupaten  Belu ,  Tahun  1985,  

d ia jukan  sebaga i  bukt i  :  P.PK- 1;

2. Bukt i  Sura t  Tanda  Pembayaran  IPEDA,  Tahun  1982.  

atas  nama YOSEPH MAU LEON,  tangga l  8  Ju l i  1982,  

d ia jukan  sebaga i  bukt i  :  P.PK. - 2;

3. Bukt i  Sura t  Tanda  Pembayaran  IPEDA,  Tahun  1983  

atas  nama YOSEPH MAU LEON,  tangga l  16  November  

1983,  d ia j ukan  sebaga i  bukt i  :  P.PK. . - 3;

4. Bukt i  Sura t  Tanda  Pembayaran  IPEDA,  Tahun  1984  

atas  nama YOSEPH MAU LEON,  tangga l  16  Jun i  1984,  

d ia jukan  sebaga i  bukt i  :  P.PK. - 4;

5. Bukt i  Sura t  Tanda  Pembayaran  IPEDA,  Tahun  1985  

atas  nama YOSEPH  MAU LEON,  tangga l  2  September  

1985,  d ia j ukan  sebaga i  bukt i  :  P.PK. - 5;

6. Bukt i  Sura t  Seto ran  Pajak  Bumi  dan Bangunan  Tahun  

1986,  atas  nama  YOSEPH MAU LEON,  tangga l  28 

Agustus  1986,  yang  dia jukan  sebaga i  bukt i  P.PK. -

6;

7. Bukt i  Sura t  Seto ran  Pajak  Bumi  dan Bangunan  Tahun  

1988,  atas  nama YOSEPH MAU LEON, tangga l  26 Apr i l  
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1988,  yang dia jukan  sebaga i  bukt i  :  P.PK. - 7;

8. Bukt i  Sura t  Seto ran  Pajak  Bumi  dan Bangunan  Tahun  

1989,  atas  nama  YOSEPH MAU LEON,  tangga l  4 

September  1989,  d ia j ukan  sebaga i  bukt i  :  P.PK. - 8;

9. Bukt i  Sura t  Seto ran  Pajak  Bumi  dan Bangunan  Tahun  

1990,  atas  nama YOSEPH MAU LEON,  tangga l  17  Ju l i  

1990,   yang  dia j ukan   sebaga i  bukt i  :  P.PK. - 9;

10. Bukt i  Sura t  Seto ran  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  

Tahun  1991,  atas  nama YOSEPH MAU LEON,  tangga l  6 

Ju l i  1991,   yang   d ia jukan   sebaga i   bukt i  :  

P.PK. - 10;

11. Sura t  Pet i kan  jumlah  Pajak  te rhu tang  tanda  

pembayaran  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Tahun  1992,  

atas  nama YOSEPH MAU LEON,  tangga l  9  Ju l i  93,  

yang  dia j ukan  sebaga i  bukt i  :  P.PK. - 11;

12. Sura t  Pember i t ahuan  Pajak  te rhu tang  Pajak  Bumi  

dan  Bangunan  Tahun  1993,  atas  nama YOSEPH MAU 

LEON,  tangga l  1  Februar i  1993,  yang  dia jukan  

sebaga i  bukt i  :  P.PK. - 12;

13. Sura t  Tanda  Ter ima  Setoran  (STTS)  Tahun  1994,  

atas  nama YOSEPH MAU LEON,  tangga l  10  Ju l i  1994,  

yang  dia j ukan  sebaga i  bukt i  :  P.PK. - 13;

14. Sura t  Tanda  Ter ima  Setoran  (STTS)  Tahun  2002,  

atas  nama YOSEPH MAU LEON,   tangga l   10  Jun i  

2002,  yang dia jukan  sebaga i  bukt i  :  P.PK. - 14;

15. Sura t  Tanda  Ter ima  Setoran  (STTS)  Tahun  2003,  

atas  nama YOSEPH MAU  LEON,  tangga l  7  Mei  2002,  

yang  dia j ukan  sebaga i  bukt i  :  P.PK. - 15;

16. Sura t  Tanda  Ter ima  Setoran  (STTS)  Tahun  2004,  

atas  nama  YOSEPH MAU  LEON..  tangga l  7  Apr i l  

2004,  yang dia jukan  sebaga i  bukt i  :  P.PK. - 16;

17. Sura t  Tanda  Ter ima  Setoran  (STTS)  Tahun  2005,  

atas  nama YOSEPH MAU LEON, tangga l  ja t uh  tempo 30 

September  2005,  yang  d ia j ukan  sebaga i  bukt i  :  

P.PK. - 17;

18. Sura t  Tanda  Ter ima  Setoran  (STTS)  Tahun  2007,  

14
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atas  nama YOSEPH MAU LEON,  tangga l  18  Jun i  2007,  

yang  dia j ukan  sebaga i  bukt i  :  P.PK. - 18;

19. Sura t  Tanda  Ter ima  Setoran  (STTS)  Tahun  2008,  

atas  nama YOSEPH MAU LEON,  tangga l  25  Agustus  

2008,  yang dia jukan  sebaga i  bukt i  P.PK. - 19;

20. Sura t  Pember i t ahuan  Pajak  Terhu tang  Pajak  Bumi  

dan  Bangunan  Tahun  2009,  atas  nama YOSEPH MAU 

LEON,  tangga l  5  Januar i  2009,  yang  dia jukan  

sebaga i  bukt i  :  P.PK. - 20 ;

21. Sura t  Kebera tan  atas  Permohonan  Pengukuran  Tanah  

oleh  Sdr .  Pet rus  Lae,  Kepada  Kepala  Kanto r  

Per tanahan  Kabupaten  Belu ,  tangga l  6  Ju l i  2002,  

d ia jukan  sebaga i  bukt i  :  P.PK- 21 ;

22. Sura t  Bukt i  tanaman  umur  panjang  yang  di tanam 

oleh  Yosep  Mau Leon  di  atas  tanah  garapan  se jak  

tahun  1961 sampai  tahun  1986,  tangga l  25 Desember  

1985,  d ia j ukan  sebaga i  bukt i  :  P.PK- 22 ;

23. Keputusan  Menter i  Keuangan  Republ i k  Indones ia ,  

Nomor  :  KEP542/WPJ.14 /KB.05 /1993 ,Ten tang  

Pember ian  Pengurangan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  

yang  te rhu tang ,  tangga l  9  September  1993,  

d ia jukan  sebaga i  bukt i  :  P.PK- 23 ;

24. Permohonan  Ker inganan  PBB,  tahun  1994  yang  

di tu j ukan .  kepada  Kepala  Kantor  Pelayanan  PBB di  

Kupang,  Nomor  :  02/JML/1994  oleh  Yosep  Mau Leon,  

tangga l  10  Nopember  1994,  d ia j ukan  sebaga i  

bukt i  :  P.PK- 24 ;

25. Permohonan  Ker inganan  PBB,  tahun  1995  yang  

di tu j ukan  kepada  Kepala  Kanto r  Pelayanan  PBB di  

Kupang,  Nomor  :  03/JML/1995  oleh  Yosep  Mau Leon,  

tangga l  15  Jun i  1995,  d ia j ukan  sebaga i  bukt i  :  

P.PK- 25;

26. Sura t  Nomor  :  S- 126/WPJ.14 /KB.0505 ,  Tentang  :  

Ker inganan  Penetapan  PBB,  tahun  1995,   tangga l  26  

Ju l i  1995,  d ia jukan  sebaga i  bukt i  :  P.PK - 26;

27. Sura t  bukt i  ten tang  per iha l  :  Mohon  te rb i t a n  
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kembal i  sura t  pember i t ahuan  pa jak  te rhu tang  

(SPPT)  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  dar i  Tahun  

1995  s/d  tahun  2001  oleh  Josep  Mau Leon,  Kepada  

Bapak  Kepala  Kanto r  Pelayanan  PBB.  Kupang  Gedung 

Keuangan  Negara  Ja lan .  El ta r i  No.  I I  d i  Kupang,  

tangga l  28 Januar i  2001,  d ia j ukan  sebaga i  bukt i  :  

P.PK. - 2 7 ;

28. Daf ta r  Himpunan  Kete tapan  Pajak  dan  Pembayaran  

buku  tahun  2009,  d ia jukan  sebaga i  bukt i  :  P.PK.28  

;

29. Sura t  Kete rangan ,  Nomor  :  

KEL.RBS.970/474 /V I / 2009 ,  tangga l  1  Jun i  2009,  

ten tang  kete rangan  waj i b  Pajak  atas  nama Yosep  

Mau Leon,  d ia j ukan  sebaga i  bukt i  :  P.PK- 29 ;

30. Sura t  gugatan  Penggugat ,  tangga l  20  Februar i  

2006,  d ia j ukan  sebaga i  bukt i  :  P.PK- 30 ;

31. Putusan  Pengadi l an  Neger i  Atambua  No.  

03/Pd t .G /2006 /PN.A tb ,  tangga l  5  Maret  2007,  

d ia jukan  sebaga i  bukt i  :  P.PK- 31 ;

32. Putusan  Pengad i l an  Tingg i  Kupang,  No.3  6/PDT/2  

007/PTK,  tangga l  14  Ju l i  2007,  d ia j ukan  sebaga i  

bukt i  :  P.PK- 32 ;

33. Putusan  Kasas i  Mahkamah  Agung  RI ,  No.2291  

K/Pdt /2007 ,  tangga l  25  Nopember  2008,  d ia j ukan  

sebaga i  bukt i  :  P.PK33 ;

34. Memor i  Banding  Tergugat /Pemband ing ,  tangga l  8 

Jun i  2007,  d ia jukan  sebaga i  bukt i  :  P.PK- 34 ;

35. Sura t  Pernya taan  Kesatuan  Masyaraka t  Adat  RAI  

LIDAK KABUPATEN BELU,   tangga l  16  Oktober  2009,  

d ia jukan  sebaga i  bukt i  :  P.PK. - 35 ;

36. Ber i t a  Acara  Eksekus i  NOMOR :  03  /  BA /  Eks  /  

PDT.G /  2006  /  PN.ATB,  tangga l  21  Oktober  2009,  

d ia jukan  sebaga i  bukt i  :  P.PK- 36 ;

37. Sura t  Kete rangan  Pelunasan  Pajak ,  dar i  Dinas  

Pendapat  Daerah  Kabupaten  Belu ,  Nomor  :  Pemda.  

973/211 /X I / 2009 ,  tangga l  18  Nopember  2009,  

16
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dia jukan  sebaga i  bukt i  :  P.PK37;

Bahwa  te rhadap  sura t - sura t  bukt i  yang  bers i f a t  

menentukan  (novum)  ( i c .  Bukt i  novum P.PK- 1 s /d  

bukt i  novum P.PK- 37) ,  dapat  Para  Pemohon Penin jauan  

Kembal i  mengura ikan  sebaga i  ber i ku t  :

Bahwa  bukt i  Sura t  yang  bers i f a t  menentukan  ( i c .  

Bukt i  Novum P.PK1)  baru  dipe ro l eh  Sdr .  FIDELIS  MAU 

LEON pada  tangga l  16  Oktober  2009  ber tempat  di  

Kanto r  Desa  Tukuneno,  dar i  Sdr .  BENYAMIN  BERE,  

Peker j aan  :  Pamong  Desa  Tukuneno,  bera lamat  di  :  

Desa  Tukuneno,  Kecamatan  Tas i f e t o  Bara t ,  Kabupaten  

Belu   NTT,  seh ingga  sura t  bukt i  yang  bers i f a t  

menentukan  (Novum)  te rsebu t  d i  atas  ( i c .  bukt i  

novum P.PK.1 )  be lum pernah  d ia j ukan  dalam Perkara  a  

quo  yang  d imohonkan  Penin jauan  Kembal i ;

Bahwa  Sura t  bukt i  yang  bers i f a t  menentukan  ( i c .  

Bukt i  Novum  P.PK2 s/d  Bukt i  Novum P.PK- 35)  baru  

di temukan  o leh  Sdr .  FIDELIS  MAU LEON,  pada  tangga l  

20  Oktober  2009  (sehar i  sebe lum  di  Ekseku.s i ) ,  d i  

Rumah  Bapak  YOSEP MAU LEON,  yang  bera lamat  d i  

RT.009/RW.005,  Kel .  Rinbes i ,  Kecamatan  Kota  Atambua 

Sela tan ,  Kabupaten  Belu - NTT,  seh ingga  sura t  bukt i  

yang  menentukan  te rsebu t  ( i c .  Bukt i  Novum P.PK- 2  

2/d  Bukt i  Novum  P.PK- 35)  be lum  pernah  dia j ukan  

dalam  Perkara  aquo  yang  dimohonkan  Penin jauan  

Kembal i ;

Selan ju t nya  sura t  bukt i  yang  bers i f a t  menentukan  

( i c .  Bukt i  Novum P.PK- 36)  baru  d i t emukan  oleh  Sdr .  

FIDELIS  MAU LEON pada  tangga l  9  November  2009  d i  

Pengad i l an  Neger i  Atambua,  Sehingga  Sura t  bukt i  

yang  menentukan  te rsebu t  d i  atas  ( i c .  Bukt i  Novum 

P.PK- 36)  be lum pernah  dia j ukan  dalam Perkara  a quo  

yang  dimohonkan  Penin jauan  Kembal i .

Sedangkan  Sura t  bukt i  yang  bers i f a t  menentukan  ( i c .  

Bukt i  P.PK- 37)  baru  di temukan  oleh  Sdr .  Fide l i s  Mau 

Leon  pd  tangga l  18  November  2009,  d i  Kanto r  Dinas  

Hal  17  dar i  40 hal .   Putusan  No.  173 
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Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Belu ,  seh ingga  sura t  

bukt i  yang  menentukan  te rsebu t  d i  atas  ( i c .  Bukt i  

Novum P.PK- 37)  be lum pernah  dia j ukan  da lam perkara  

a quo yang  dimohonkan  Penin jauan  Kembal i ;

Bahwa  Sura t  bukt i  yang  bers i f a t  menentukan  ( i c .  

Bukt i  Novum P.PK- 1)  adalah  bukt i  ten tang  Data  

Kependudukan  yang  ber tempat  t i ngga l  (dahu lu )  d i  

Desa  Tukuneno,  Kecamatan  Tas i f e t o ,  Kabupaten  Belu -

NTT,  (sekarang)  di  RT.009 /RW.005,  Kel  Rinbes i ,  

Kecamatan  Kota  Atambua Sela tan ,  Kabupaten  Belu  NTT,  

Sejak  Tahun  1959  sampai  dengan  tahun  1985,  yang  

dibua t  pada  tahun  1985  Oleh  Mahasiswa  Undana  yang  

sedang  melakukan  keg ia tan  Kul i ah  Ker ja  Nyata  (KKN)  

di  Desa  Tukuneno,  bahwa  berdasarkan  Bukt i  Novum 

te rsebu t  te rnya ta  :Pemohon  Eksekus i / Te rmohon  

Penin jauan  Kembal i  :  PETRUS  LAE  (a lm)  t i dak  

te rda f t a r  sebaga i  Penduduk  Desa  Tukuneno  se jak  

tahun  1959 s/d  1985;

Bahwa  berdasarkan  bukt i  sura t  ( i c .  Bukt i  Novum 

P.PK- 1)  menunjukkan  bahwa Pemohon Eksekus i /Te rmohon  

Penin jauan  Kembal i ,  t i dak  pernah  te rda ta / bukan  

sebaga i  Penduduk  d i  Pemer in tahan  Desa  Tukuneno,  

Kecamatan  Tas i fe t o  Bara t ,  Kabupaten  Belu  

(dahu lunya )  /  (sekarang)  Kelu rahan  Rinbes i ,  

Kecamatan  Atambua  Sela tan ,  Kabupaten  Belu - NTT 

sebaga i  Penduduk  d i  Desa  Tukuneno  

dahu lunya /seka rang  Kelu rahan  Rinbes i ,  Sejak  Tahun  

1959  sampai  saat  in i ,  namun  dalam  sura t  gugatan  

Pemohon  Eksekus i /Te rmohon  Penin jauan  Kembal i  ( i c .  

Bukt i  Novum P.PK- 30)  dan  Ber i t a  Acara  Eksekus i  

Nomor  :  03/BA/Eks /PDT.G/2006 /PN.ATB,  tangga l  21  

Oktober  2009 

Bukt i  Novum. P.PK- 3G)  Yang  dike lua rkan  dan  dibaca  

oleh  Sdr .  SULAIMAN MUSU,  SH  Pani te ra /Sek re ta r i s  

Pengad i l an  Neger i  Klas  IB  Atambua menyebutkan  bahwa 

Pemohon  Eksekus i /Te rmohon  Penin jauan  Kembal i  
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ber tempat  t i ngga l  d i  RT.009/RW.005,  Kel .  Rinbes i ,  

Kecamatan  Kota  Atambua Sela tan ,  Kabupaten  Belu - NTT,  

fak ta  hukum in i  sangat  kont rad i k s i / b e r beda  dengan  

alamat  Pemohon Eksekus i /Te rmohon  Penin jauan  Kembal i  

pada  bukt i  sura t  Pemohon  Eksekus i / Te rmohon  

Penin jauan  Kembal i  yang  dia jukan  sebaga i  bukt i  

da lam  pers idangan  d i t i n gka t  Pengad i l an  Neger i  

Atambua  ( i c .  Bukt i  Novum P.PK- 31)  dan  dalam 

per t imbangan  putusan  kasas i  Mahkamah  Agung  ( i c .  

Bukt i  Novum P.PK- 33)  da lam  Perkara  a  quo,  yakn i  :  

( i c .  bukt i  P.8 ,  P.9  dan  P.10) ,  yang  menerangkan  

bahwa  Pemohon  Eksekus i /Te rmohon  Penin jauan  Kembal i  

bera lamat  d i  Dusun  Ibu l ,  Desa  Di run ,  Kecamatan  

Lamaknen,  Kabupaten  Belu )  fak ta  in i  sesua i  dengan  

bukt i  yang  dia j ukan  da lam Memor i  Banding  Pembanding  

( i c .  Bukt i  novum P.PK- 34)  ;

Bahwa dengan  demik ian  maka berdasarkan  bukt i  sura t  

yang  menentukan  ( i c .  Bukt i  Novum P.PK- 1 dan  Bukt i  

Novum F.PK34)  te rbuk t i  bahwa  Pemohon 

Eksekus i /Te rmohon  Penin jauan  Kembal i  bukan  sebaga i  

Penduduk  (dahu lunya)  Desa  Tukuneno,  Kecamatan  

Tas i f e t o  Bara t ,  Kabupaten  Belu / ( seka rang )  Kelu rahan  

Rinbes i ,  Kecamatan  Atambua Sela tan ,  Kabupaten  Belu -

NTT,  yang  benar  Pemohon  Eksekus i /Te rmohon  

Penin jauan  Kembal i  bera lamat  sesua i  dengan  bukt i  

sura t  yang  menentukan  ( i c .  Bukt i  Novum P.PK- 1 dan 

Bukt i  Novum P.PK34)  ten tang  Memor i  Banding  para  

Pemohon  Penin jauan  Kembal i / pa ra  Termohon  

Kasas i / pa ra  Tergugat / pa ra  Pembanding ,  Bukt i  Sura t  

in i  ber ten tangan  dengan  bukt i  Sura t  yang  menentukan  

( i c .  Bukt i  Novum P.PK- 30)  ten tang  sura t  gugatan  

Pemohon  Eksekus i /Te rmohon  Penin jauan  Kembal i  dan  

Ber i t a  Acara  Eksekus i  ( i c .Buk t i  Novum P.PK- 36)  yang  

menyatakan  bahwa  Pemohon  Eksekus i  bera lamat  di  

RT.009/RW.005,  Kel .  Rinbes i ,  Kecamatan  Kota  Atambua 

Sela tan ,  Kabupaten  Belu - NTT,  namun  pada  poin  2 
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(dua)  dan  poin t  3  ( t i ga )  sura t  gugatan  Pemohon 

Eksekus i /Te rmohon  Penin jauan  Kembal i  mendal i l k an  

bahwa "Pemohon  Eksekus i /Te rmohon  Penin jauan  Kembal i  

pada  tahun  1959  s/d  tahun  1961  diu tus  oleh  Dinas  

Per tan ian  Kabupaten  Belu  untuk  mengiku t i  Pendid i kan  

di  Singara ja  dan  sete lah  Pendid i kan ,  Pemohon 

Eksekus i /Te rmohon  Penin jauan  se lesa i  pend id i kan ,  ia  

di tugaskan  di  Kecamatan  Lamaknen,  Kabupaten  Belu "  

sampai  Pemohon Eksekus i /Te rmohon  Penin jauan  Kembal i  

meningga l  dun ia  pada  tangga l  16  Maret  2007  dan  

dikebumikan  di  Dusun  Ibu l ,  Desa  Di run ,  Kecamatan  

Lamaknen  (a lamat  tempat  t i ngga lnya ) ,  o leh  karenanya  

maka berdasarkan  fak ta  hukum te rsebu t  d i  atas  te l ah  

te rbuk t i  bahwa Pemohon Eksekus i /Te rmohon  Penin jauan  

Kembal i  bukan  sebaga i  Penduduk  (dahu lunya )  Desa 

Tukuneno,  Kecamatan  Tas i f e t o  Bara t ,  Kabupaten  

Belu  /  (sekarang)  Kelu rahan  Rinbes i ,  Kecamatan  

Atambua  Sela tan ,  Kabupaten  Belu - NTT,  seh ingga  

Iden t i t a s  Pemohon  Eksekus i  /  Termohon  Penin jauan  

Kembal i  ( i c .  Alamat /domis i l i / t empa t  t i ngga l )  ba ik  

da lam  putusan- putusan  perkara  a  quo  maupun  dalam 

Ber i t a  Acara  Eksekus i ,  dalam da l i l - da l i l  pada  sura t  

gugatan  maupun  dalam  bukt i  sura t  Pemohon 

Eksekus i /Te rmohon  Penin jauan  Kembal i  ( bukt i  P.8 ,  

P.9  dan  P.10 ) ,  te rdapa t  perbedaan  ten tang  Alamat  /  

domis i l i  /  tempat  t i ngga l  Pemohon Eksekus i /Te rmohon  

Penin jauan  Kembal i ,  seh ingga  dengan  te r j ad i n ya  

fak ta  hukum  te rsebu t  atau  a lamat /domis i l i / t empa t  

t i ngga l  yang  berbeda- beda,  menyebabkan  Iden t i t a s  

Pemohon  Eksekus i /Te rmohon  Penin jauan  Kembal i  

menjad i  Kabur  (obscuur  l i be l ) ,  o leh  karenanya  

gugatan  Pemohon  Eksekus i /Te rmohon  Penin jauan  

Kembal i  harusnya  DITOLAK,  karena  CACAT  FORMIL 

dengan  demik ian  Pelaksanaan  Eksekus i  yang  

di l aksanakan  pada  tangga l  21  Oktober  2009  juga  

mengandung  CACAT  FORMIL  Sehingga  harus lah  
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dinya takan  Eksekus i  te rsebu t  t i dak  mempunyai  

Kekuatan  Hukum atau  dinya takan  BATAL DEMI HUKUM;

Sedangkan  Sura t - sura t  bukt i  yang  bers i f a t  

menentukan  (Novum)  ( i c .  Bukt i  Novum  P.PK- 2  s/d  

P.PK- 29  dan  Bukt i  Novum P.PK- 37)  ada lah  bukt i  yang  

menunjukkan  bahwa para  Pemohon Penin jauan  Kembal i  /  

Termohon  Eksekus i  Terguga t /Pemband ing lah  yang  

menguasa i /menempat i  tanah  Tersengke ta /Te reksekus i  

secara  f i s i k  se lama in i  yang  di l akukan  secara  te rus  

menerus  (±  48  tahun)  dar i  tahun  1961  sampai  

d i l aksanakan  Eksekus i  dan  Fakta  Hukumnya  para  

Pemohon  Penin jauan  Kembal i / Te rmohon  Eksekus i  

Tergugat /Pe mband ing lah  yang  membayar  Pajak  atas  

Tanah  Tersengke ta /Te reksekus i ,  o leh  karenanya  para  

Pemohon  Penin jauan  Kembal i  /  Termohon  Eksekus i  

Tergugat /Pemband ing ,  seharusnya  di l i n dung i  secara  

hukum sebaga i  p ihak  yang  menguasa i /menempat i  tanah  

te rsengke ta  /  te reksekus i  secara  SAH dan  secara  

te rus  menerus  ;

Bahwa  berdasarkan  bukt i  Novum P.PK- 2  s/d  P.PK- 29  

dan  Bukt i  Novum P.PK- 37)  Tentang  Bukt i  Pajak  dan 

Bukt i  Pemohon  Ker inganan  Pajak  ser ta  Keterangan  

Pelunasan  Pajak ,  yang  dibayar  oleh  para  Pemohon 

Penin jauan  Kembal i / pa r a  Termohon  Kasas i / pa ra  

Tergugat / pa ra  Pembanding  atas  tanah  

te rsengke ta / t e r e ksekus i ,  te rnya ta  tanah  yang  

dikuasa i / d i t empat i  secara  te rus  menerus  se jak  Tahun  

1961  sampai  dengan  Pelaksanaan  Eksekus i  pada  

tangga l  21  Oktober  2009  oleh .  Pengad i l an  Neger i  

Atambua,  te rnya ta  luas  tanah  yang  d ibayar  

berdasarkan  bukt i  Pajak  te rsebu t  ada lah  4.140  m2,  

seh ingga  te r j ad i  perbedaan  dengan  sura t  gugatan  

Pemohon Eksekus i /Te rmohon  Penin jauan  Kembal i ,  yakn i  

tanah  yang  diguga t  se luas  5000  m2 ( i c .  Bukt i  Novum 

P.PK- 30) .  Sedangkan  pada  waktu  di l aksanakan  

Pemer iksaan  Setempat  oleh  Maje l i s  Hakim  Tingka t  

Hal  21  dar i  40 hal .   Putusan  No.  173 
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Per tama  Pengad i l an  Neger i  Atambua  pada  tangga l  1 

Ju l i  2006  (Putusan  Pengad i l an  Neger i  Atambua)  atas  

Tanah  Tereksekus i  se luas  6.167 .64  m2 ( i c .  Bukt i  

Novum P.PK31)  dan  dalam Ber i t a  Acara  Eksekus i  ( i c .  

Bukt i  Novum  P.PK- 36)  berdasarkan  Putusan  Kasas i  

Mahkamah Agung No.  2291  K/Pdt /2007  ( i c .  Bukt i  Novum 

P.PK- 33) ,  te rdapa t  perbedaan  te rhadap  luas  tanah  

yang  dieksekus i  o leh  Pengad i l an  Neger i  Atambua pada  

tangga l  21 Oktober  2009 yakn i  se luas  4.550  m2,  bahwa 

berdasarkan  fak ta - fak ta  te rsebu t  d i  atas  te rnya ta  

Pelaksanaan  Eksekus i  yang  di l akukan  oleh  Pengad i l an  

Neger i  Atambua  atas  Obyek  Eksekus i  ten tang  luas  

tanahnya  berbeda  dengan  bukt i  Novum para  Pemohon 

Penin jauan  Kembal i / pa ra  Termohon  Eksekus i / pa ra  

Penggugat /pa ra  Pembanding  dengan  fak ta - fak ta  hukum 

dalam  pers idangan  seper t i ,  has i l  Pemer iksaan  

Setempat ,  luas  tanah  dalam  sura t  gugatan  dan  luas  

tanah  da lam  Putusan  Kasas i  Mahkamah  Agung  RI ,  

dengan  demik ian  seharusnya  Ketua  Pengadi l an  Neger i  

Atambua  menyatakan  Putusan  Perkara  No.  2291  

K/Pdt /2007  ICON EXECUTABLE,  dengan  alasan  hukum :  

"Barang  yang  Akan  di  Eksekus i  t i dak  sesua i  dengan  

barang  yang  disebu tkan  dalam  amar  Putusan"  sebab  

te r j ad i  perbedaan  yang  s ign i f i k a n  ba ik  dar i  sura t  

gugatan ,  fak ta  pemer iksaan  setempat ,  Amar  Putusan  

Pengad i l an  Neger i  Atambua  Jo.  Putusan  Kasas i  

Mahkamah  Agung  dan  Bukt i  baru  yang  bers i f a t  

menentukan  ( i c .  Bukt i  Novum P.PK- 2 s/d  P.PK- 29)  dan 

Bukt i  Novum P.PK- 31  dan  Bukt i  Novum P.PK- 33  ser ta  

Bukt i  Novum  P.PK- 36)  Sehingga  Eksekus i  yang  

di l aksanakan  pada  tangga l  21  Oktober  2009  oleh  

Pengad i l an  Neger i  Atambua,  Merupakan  Pelaksanaan  

EKSEKUSI YANG CACAT HUKUM

Bahwa sura t  bukt i  yang  bers i f a t  menentukan  (novum)  

( i c .Buk t i  Novum  P.PK- 34)  ten tang  Memor i  Banding  

para  Pemohon  Penin jauan  Kembal i / pa ra  Termohon  
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Kasas i / pa ra  Tergugat / pa ra  Pembanding  ada lah  bukt i  

yang  dia j ukan  guna  menerangkan  bahwa  (A lm.  Marcus  

Joseph  LoE)  te l ah  meningga l  pada  tangga l  20  

Pebruar i  2002,  seh ingga  bukt i  te rsebu t  ber ten tangan  

dengan  bukt i  yang  dia j ukan  oleh  pemohon 

Eksekus i /Te rmohon  Penin jauan  Kembal i  da lam 

Pers idangan  Tingka t  Per tama,  yakn i  :

Bukt i  P.10 ,  Tentang  Sura t  Kete rangan  Pemi l i k  Tanah  

(SKPHT)  te r t angga l  25  Pebruar i  2002  yang  dibua t  

o leh  Lurah  Rinbes i ,  merupakan  akta  di  bawah tangan  

yang  t i dak  mempunyai  n i l a i  pembukt i an .  Sebab  sura t  

bukt i  te rsebu t  yang  mencantumkan  nama  ser ta  

tanda tangan  (A Im.  Marcus  Joseph  LoE)  sebaga i  

saks i / p i hak  yang  berba tasan  langsung  dengan  tanah  

te reksekus i  pada  bag ian  Utara ,  sura t  bukt i  te rsebu t  

sangat  d i ragukan  Keabsahannya  karena  tanda tangan  

yang  di l akukan  oleh  (AIm.  Marcus  Joseph  LoE)  baru  

te r j ad i  pada  tangga l  25  Februar i  2002  ( i c .Buk t i  

Novum P.PK- 34) ,  sedangkan  Alm  Marcus  Joseph  LoE 

te l ah  meningga l  Dunia  pada  tangga l  20  Pebruar i  

2002,  seh ingga  baga imana  mungkin  AIm.  Marcus  Joseph  

LoE  masih  bisa  /  dapat  menandatangan i  Sura t  

te rsebu t  pada tangga l  25 Pebruar i  2002;

Bahwa  kesemua  sura t - sura t  bukt i  yang  bers i f a t  

menentukan  ( i c .  Bukt i  Novum P.PK- 1  s/d  P.PK- 37)  

te l ah  di t e l i t i ,  d icocokan  sesua i  as l i nya  karenanya  

te l ah  dinya takan  SAH sebaga i  BUKTI  BARU (NOVUM);

C. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

1. Bahwa  Selan ju t nya  Putusan  Kasas i  Mahkamah  Agung  RI  

No.  2291  K Pdt /2007 ,  Tangga l  :  25  Nopember  2008.yang  

dimohon  penin jauan  kembal i  o leh  para  Pemohon 

Penin jauan  Kembal i ,  da lam  per t imbangan  hukum  pada  

poin  1  (sa tu )  ha laman  :  7  ( tu j uh )  dan  8  (de lapan)  

menyatakan  anta ra  la i n  :

"benarkah  Penggugat  asa l  te lah  membuka tanah  sengke ta  

se jak  tahun  1955  dan  benarkah  Tergugat  asa l  te l ah  
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diber i  i j i n  o leh  penguasa  tanah  adat  untuk  menggarap  

dan menguasa i  tanah  sengketa  se jak  tahun  1960"

dan

"bahwa dalam pers idangan  perkara  in i  dan berbaga i  a la i  

bukt i  yang  dia j ukan  oleh  Penggugat  asa l  maupun 

Tergugat  asa l  te rungkap  fak ta  yur id i s  bahwa te rnya ta  

Penggugat  asaI  benar - benar  te l ah  membuka,  menguasa i  

dan  memanfaatkan  tanah  sengketa  yang  saat  i t u  masih  

da lam  keadaan  tanah  kosong  se jak  tahun  1955  tanpa  

c la im  dar i  s iapapun  juga ,  bahwa seba l i k nya  dan  fak ta  

pers i dangan  te rungkap  pu la  bahwa pada  tahun  1960  tak  

ada  penguasa  tanah  adat  manapun  yang  te lah  member i  

i j i n  kepada  Tergugat  asa l  untuk  menguasa i  dan  

menggarap  tanah  sengketa  bahkan  te rungkap  fak ta  bahwa 

Tergugat  asa l  jus t r u  menumpang di  atas  tanah  sengketa  

atas  i j i n  dar i  Penggugat  asa l  se jak  tahun  I959  karena  

masih  ada hubungan  ke luarga "

Selan ju t nya

"bahwa  atas  dasar  fak ta  yur i d i s  sedemik ian  i t u  maka 

jawaban  atas  per tanyaan  yur i d i s  te ru ra i  d i  atas  ada lah  

bahwa  benar  Penggugat  asa l  te l ah  membuka  tanah  

sengketa  se jak  tahun  1955,  sedangkan  Tergugat  t i dak  

benar  te lah  di i j i n  o leh  penguasa  tanah  adat  untuk  

menguasa i  tanah  sengketa  se jak  tahun  1960,  bahwa atas  

dasar  kebenaran  yur i d i s  sedemik ian  i t u  maka  ju r i d i s  

log i s  seharusnya  s impu lan  yur i d i s nya  adalah :  da l i l  

Penggugat  asa l  te l ah  te rbuk t i  kebenarannya ,  seh ingga  

atas  dasar  s impu lan  yur i d i s  sedemik ian  i t u  maka 

pet i t um  gugatan  Penggugat  asaI  bera lasan  hukum untuk  

dikabu l kan "

Bahwa  te rhadap  s ikap  Maje l i s  Hakim  Kasas i  yang  

demik ian  maka  se lan ju t nya  para  Pemohon  Penin jauan  

Kembal i / pa r a  Termohon  Kasas i  /para  Terguga t / pa ra  

Pembanding  akan  menanggap i  per t imbangan  hukum te rsebu t  

sebaga i  ber i ku t  ;

1.  Bahwa  berdasarkan  Sura t  gugat  Penggugat  a  quo 
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(Sekarang  Termohon  Penin jauan  Kembal i / Te rmohon  

Kasas i /Te rband ing ) ,  d ike tahu i  bahwa  dasar  gugatan  

Termohon  Penin jauan  Kembal i /  Termohon 

Kasas i /Te rband ing /Penggugat  ada lah  anta ra  la i n  

bahwa  tanah  sengketa / t e r eksekus i  ada lah  tanah  hak  

mi l i k  ;

1.1 .  Bahwa akan  te tap i  (sebaga imana  dal i l  kebera tan  

para  Pemohon   Penin jauan  Kembal i / pa r a  Termohon  

Kasas i / pa ra  Pembanding /  para  Tergugat  ba ik  da lam 

Jawaban  maupun  Dupl i k  bahkan  Memor i  Banding ,  

Kont ra  Memor i  Kasas i  dan  sekarang  da lam 

Risa lah /Pe rmohonan  Penin jauan  Kembal i  in i )  

te rnya ta  tanah  a  quo  bukan  tanah  hak  mi l i k  

Pemohon  Eksekus i /Te rmohon  Penin jauan  kembal i  

(v i de .  Bukt i  P.PK- 1 s/d  bukt i  P.PK- 29  dan  Bukt i  

Novum P/PK- 37) ;

1.2 .  Bahwa alasannya  ada lah  :

1.2 .1 .  Bahwa  berdasarkan  ala t - ala t  bukt i  Baru  

( i c .  Bukt i  Novum P.PK- 2  s/d  P.PK- 29  dan  

Bukt i  Novum  P.PK- 37)  yang  dia j ukan  oleh  

para  Pemohon  Penin jauan  Kembal i / pa ra  

Termohon  Kasas i  /pa ra  Tergugat / pa ra  

Pembanding  dan  saks i - saks i  yang  dia jukan  

dalam  pers idangan  d i  pengad i l an  t i ngka t  

per tama,  yakn i  :  (Dan ie l  'Ma l i ,  Bernade the  

Liu  Riberu ,  dan Mar ia  Bernadetha  I .M  Seran)  

yang  menyatakan  bahwa  tanah  yang  

dikuasa i / d i t empat i  para  Pemohon  Penin jauan  

Kembal i / Te rmohon  Kasas i / pa ra  

Pembanding /pa ra  Tergugat  adalah  tanah  yang  

te l ah  dikuasa i / d i t empat i  se jak  Tahun  1961  

sampai  d ia j ukannya  gugatan  o leh  Alm.  Pet rus  

LaE  di  Pengad i l an  Neger i  Atambua,  bahwa 

pada  pr ins i pnya  saks i  menerangkan  dibawah  

sumpah  yakn i  :  tanah  

te rsengke ta / t e r e ksekus i  berada  dalam 
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Penguasaan  para  Pemohon  Penin jauan  

Kembal i / pa r a  Termohon  Kasas i / pa ra  

Tergugat / pa ra  Pembanding  karena  fak tanya  

para  Pemohon  Penin jauan  Kembal i / Te rmohon  

Kasas i / pa ra  Pembanding /pa ra  Tergugat l ah  

yang  membayar  Pajak ,  yang  rnenempat i  dan  

menguasa i  tanah  te rsebu t ,  sedangkan  Pemohon 

Eksekus i /Te rmohon  Penin jauan  Kembal i ,  t i dak  

menguasa i  tanah  te rsebu t ,  t i dak  membayar  

pa jak  dan  bukan  Penduduk  (dahu lu )  Desa 

Tukuneno,  Kecamatan  Tas i f e t o  Bara t ,  

Kabupaten  Belu - Sekarang ,  Kelu rahan  Rinbes i ,  

Kecamatan  Atambua  Sela tan ,  Kabupaten  Belu ,  

seh ingga  menuru t  saks i  (Mar ia  Bernadetha  

I .M  Seran)  yang  saat  i t u  sebaga i  Anggota  

Pani t i a  A,  da lam  member ikan  kete rangan  

dalam  pers idangan  d i  perad i l an  t i ngka t  I ,  

menerangkan  Bahwa  para  Pemohon  Penin jauan  

Kembal i / pa r a  Termohon  Kasas i / pa ra  

Tergugat / pa ra  Pembanding lah  yang  berhak  

atau  memenuhi  syara t  untuk  tanahnya  

dise r t i f i k a t  (v i de .  Putusan  Pengad i l an  

Neger i  Atambua,  ha l .  24)  dengan  demik ian  

j i k a  fak ta  hukum in i  d isand ingkan  dengan  

Yur i sp rudens i  MARI /  Putusan  Mahkamah Agung 

Republ i k  Indones ia ,  No.  1382  K/S ip /1974 ,  

tangga l  12 Januar i  1977,  yang berbuny i  :

“Tanda  Pembayaran  Pajak  yang  dipe rkua t  

dengan

kete rangan  saks i - saks i  merupakan  bukt i  sah  

ten tang  pemi l i k an  tanah  yang  bersangku tan "

maka  berdasarkan  bukt i / f a k t a  hukum 

te rsebu t ,  secara  hukum patu t l ah  /seharusnya  

para  Pemohon  Penin jauan  Kembal i / Te rmohon  

Kasas i / pa ra  Pembanding /pa ra  Tergugat l ah ,  

yang  memenuhi  syara t  sebaga i  Pihak  yang  
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pal i ng  berhak  atas  tanah  te rsebu t  untuk  

dise r t i f i k a t ;

1.2 .2 .Bahwa  se lan ju t nya  berdasarkan  sura t  bukt i  

yang  bers i f a t  menentukan  ( i c .  Bukt i  novum 

P.PK- 35)  ten tang  sura t  Pernya taan  Masyaraka t  

Adat  Rai  L idak  Kabupaten  Belu ,  membukt i kan  

bahwa  Masyaraka t  Adat  Rai  L idak  hanya  

mengaku i  keberadaan  para  Pemohon  Penin jauan  

Kembal i /  Termohon  Kasas i / pa ra  

Pembanding /pa ra  Tergugat ,  yang  menempat i  dan 

menguasa i  tanah  te rsengke ta / t e r e ksekus i  

se jak  dar i  tahun  (1961  s/d  2009  atau  sampai  

d i l aksanakan  eksekus i )  seh ingga  per t imbangan  

Maje l i s  Hakim  Agung  dalam  Putusan  Kasas i  

yang  menyatakan   :

' ' dan  benarkah  Tergugat  asa l  te lah  dibe r i  

i j i n  o leh  penguasa  tanah  adat  untuk  

menggarap  dan  menguasa i  tanah  sengke ta  

se jak  tahun  1960"

dapat  te r j awab  sudah,  dengan  sura t  

pernya taan  te rsebu t  o leh  Masyaraka t  Adat  

RAI  LIDAK  membukt i kan  bahwa  para  Pemohon 

Penin jauan  Kembal i / Te rmohon  Kasas i / pa ra  

Pembanding /pa ra  Tergugat l ah  yang  

diaku i / d i i j i n k a n  untuk  menempat i  tanah  

te rsengke ta  o leh  Masyaraka t  Adat  Setempat ,  

seh ingga  dengan  adanya  pernya taan  dar i  

masyaraka t  adat  te rsebu t  merupakan  suatu  

pernya taan  s ikap  atau  rasa  kebera tan  

Masyaraka t  adat  te rhadap  putusan  kasas i  

Mahkamah  Agung  Republ i k  Indones ia ,  maupun 

te rhadap  t i ndakan  Pengad i l an  Neger i  Atambua 

yang  saat  i t u  akan  melaksanakan  eksekus i  

pengosongan  tanah  te rsengke ta ,  Masyaraka t  

Adat  Rai  L idak  merasa  ber tanggung  jawab  

secara  mor i l  atas  putusan  kasas i  maupun 
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t i ndakan  yang  akan  di l akukan  oleh  

pengad i l an  Neger i  Atambua,  sebab  dalam 

in te raks i  soc ia l  yang  di l akukan  para  

Pemohon  Penin jauan  Kembal i / Te rmohon  

Kasas i / pa ra  Pembanding /pa ra  Tergugat  dengan  

Masyaraka t  Adat  Rai  L idak  se lama  berpu luh -

puluh  tahun  t i dak  pernah  seka l i pun  para  

Pemohon  Penin jauan  Kembal i / Te rmohon  

Kasas i / pa ra  Pembanding /pa ra  Tergugat  

meluka i  perasaan  Masyaraka t  Adat  Rai  L idak ,  

bahkan  Masyaraka t  Adat  Rai  L idak  se la l u  

meminta  pendapat  kepada  para  Pemohon 

Penin jauan  Kembal i / Te rmohon  Kasas i / pa ra  

Pembanding /pa ra  Tergugat  j i ka  ada  masalah  

dalam  keh idupan  adat  Masyaraka t  Adat  Rai  

L idak ,  bahkan  para  Pemohon  Penin jauan  

Kembal i / Te rmohon  Kasas i / pa ra  

Pembanding /pa ra  Tergugat  te lah  dianggap  

sebaga i  orang  tua  Masyaraka t  Adat  Rai  

L idak ,  o leh  karenanya  Masyaraka t  Adat  Rai  

L idak  te l ah  mener ima  keberadaan  para  

Pemohon  Penin jauan  Kembal i / Te rmohon  

Kasas i / pa ra  Pembanding /  para  Tergugat  yang  

te l ah  hidup  bersama- sama se jak  tahun  1961  

sampai  saat  in i ,  fak ta  hukum  in i  secara  

hukum  Adat  Rai  L idak  dapat  

d ipe r t anggung jawabkan  secara  adat  o leh  

karena  keberadaan  para  Pemohon  Penin jauan  

Kembal i / Te rmohon  Kasas i / pa ra  

Pembanding /pa ra  Tergugat  o leh  Masyaraka t  

Adat  L idak  t i dak  pernah  dipe rmasa lahkan  

keberadaannya ,  se jak  menempat i /menguasa i  

tanah  te rsengke ta /  te reksekus i ;  Sedangkan  

Pemohon  Eksekus i /Te rmohon  Penin jauan  

Kembal i  secara  adat  t i dak  d iaku i  

keberadaannya  di  tengah- tengah  masyaraka t  
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Adat  Rai  L idak  karena  se lama  in i  Pemohon 

Eksekus i /Te rmohon  Penin jauan  Kembal i  t i dak  

pernah  h idup  bersama- sama  Masyaraka t  Adat  

Rai  L idak ,  seh ingga  baga imana  mungk in  

seorang  masyaraka t  adat  la i n  dapat  d iaku i  

keberadaannya  oleh  suatu  masyaraka t  adat  

j i k a  yang  bersangku tan  t i dak  pernah  hidup  

di tengah- tengah  masyaraka t  adat  Rai  Lidak ,  

dengan  demik ian  bukt i  (P .8 ,  P.9  dan  P.10)  

yang  dia j ukan  oleh  Pemohon 

Eksekus i /Te rmohon  Penin jauan  Kembal i  da lam 

pers idangan  di  pengad i l an  t i ngka t  per tama,  

oleh  Masyaraka t  Adat  Rai  L idak  dapat  

membantahnya  berdasarkan  fak ta  hukum se lama 

in i ,  seh ingga  sura t  bukt i  yang  menentukan  

( i c .  Bukt i  novum P.PK- 35)  merupakan  suatu  

bukt i  yang  menentukan  dan  sempurna ,  sebab  

te l ah  menerangkan  bahwa  para .  Pemohon.  

Penin jauan  Kembal i / Te rmohon  Kasas i / pa ra  

Pembanding /pa ra  Tergugat l ah  yang  di i j i n k an  

oleh  Masyaraka t  Adat  Rai  L idak  menempat i  

dan  menguasa i  tanah  

te rsengke ta / t e r e ksekus i ;

1.2 .3 .  Bahwa  se lan ju t nya  berdasar  sura t  bukt i  

yang  menentukan  ( i c .  Bukt i  novum P.PK- 1 s/d  

bukt i  novum P.PK- 37) ,  te l ah  te rbuk t i  secara  

sempurna  bahwa  tanah  a  quo  ada lah  benar ,  

te lah  dikuasa i / d i t empa t i  secara  te rus  

menerus  dengan  sah  oleh  para  Pemohon 

Penin jauan  Kembal i / Te rmohon  Kasas i / pa ra  

Pembanding /pa ra  Tergugat ,  se jak  ( tahun  1961  

s/d  2009  atau  sampai  d i l aksanakan  eksekus i  

pada  tangga l  21  Oktober  2009) ,  bahwa 

pengakuan  penguasaan  tanah  

te rsengke ta / t e r e ksekus i  secara  te rus  menerus  

bukan  sa ja  datang  dar i  Masyaraka t  suku  Rai  
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Lidak  ( i c .  Bukt i  novum P.PK- 35)  tap i  juga  

diaku i  o leh  p ihak  Pemer in tah  

setempat /Pemer in t ah  Daerah  Kabupaten  Belu ,  

Menter i  Keuangan  dan Kepala  Kantor  Pelayanan  

Pajak ,  yakn i  :  Kelu rahan  Rinbes i ,  sesua i  

sura t  bukt i  yang  menentukan  ( i c .  Bukt i  novum 

P.PK- 29) ,  juga  oleh  Menter i  Keuangan,  sesua i  

sura t  bukt i  yang  menentukan  ( i c .  Bukt i  novum 

P.PK- 23)  dan  oleh  Kepala  Kanto r  Pelayanan  

PBB  Kupang,  sesua i  sura t  bukt i  yang  

menentukan  ( i c .  bukt i  novum P.PK- 27)  ser ta  

oleh  Dinas  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Belu  

sesua i  sura t  bukt i  yang  menentukan  ( i c .  

Bukt i  Novum  P.PK- 37) .  Bahwa  berdasarkan  

fak ta  hukum te rsebu t  menunjukkan  bahwa para  

Pemohon  Penin jauan  Kembal i / Te rmohon  

Kasas i / pa ra  Pembanding /pa ra  Tergugat  ada lah  

pihak  yang  menguasa i /menempat i  tanah  

sengketa / t e r e ksekus i  secara  te rus  menerus  

se lama  in i .  Sehingga  tanah  

Tersengke ta /Te r eksekus i  bukan  merupakan  

Tanah  Hak  Mi l i k  Pemohon  Eksekus i /Te rmohon  

Penin jauan  Kembal i ,  seper t i  Amar  Putusan  

Maje l i s  Hakim  Agung  Republ i k  Indones ia ,  

da lam  putusannya  Nomor  :  2291  K/Pdt /2007 ;  

Selan ju tnya  berdasarkan  sura t  bukt i  yang  

menentukan  ( i c .  Bukt i  novum  P.PK- 21)  

menunjukkan /menerangkan  bahwa  pada  tahun  

1960  sesungguhnya  te l ah  te r j ad i  pembel i an  

tanah  te rsebu t  d i  bawah  tangan /penyerahan  

tanah  anta ra  para  Pemohon  Penin jauan  

Kembal i / Te rmohon  Kasas i / pa ra  Pembanding /  

para  Tergugat  dengan  Pemohon 

Eksekus i /Te rmohon  Penin jauan  Kembal i ,  

a lasannya  pada  tahun  2002  ket i ka  Pemohon 

Eksekus i /Te rmohon  Penin jauan  Kembal i  
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mengukur  tanah  Tersengke ta /Te reksekus i ,  para  

Pemohon  Penin jauan  Kembal i / Te rmohon  

Kasas i / pa ra  Pembanding /pa ra   Tergugat  te lah  

mengajukan  kebera tan  kepada  Kepala  Kantor  

Per tanahan  Kabupaten  Belu ,  seh ingga  

pengukuran  saat  i t u  t i dak  dapat  d i t i n dak  

lan ju t i  karena  Sura t  Kebera tan  para  Pemohon 

Penin jauan  Kembal i / Te rmohon  Kasas i / pa ra  

Pembanding /pa ra  Tergugat  yang  menerangkan  

bahwa.  Ket i ka  Pemohon  Eksekus i  /Termohon  

Penin jauan  Kembal i ,  pu lang  dar i  pend id i kan  

di  Singara ja ,  Pemohon  Eksekus i /Te rmohon  

Penin jauan  Kembal i  d i t ugaskan  di  Kecamatan  

Lamkanen,  namun  Pemohon  Eksekus i /Te rmohon  

Penin jauan  Kembal i  be lum  bisa  berangka t  

karena  t i dak  ada dana  untuk  pindah ,  Sehingga  

Para  Pemohon  Penin jauan  Kembal i  /  Termohon  

kasas i / pa ra  Pembanding /pa ra  Tergugat  

member ikan  uang  se jumlah  Rp.  150, -  (se ra tus  

l ima  puluh  rup iah )  walaupun  saat  i t u  ga j i  

Pemohon  baru  Rp.125, -  (se ra tus  dua  puluh  

l ima  rup iah )  dan  ket i ka  uang  te rsebu t  

d ibe r i kan  kepada  Pemohon  Eksekus i /Te rmohon  

Penin jauan  Kembal i ,  la  mengatakan  :  "saya  

ja l an  sudah,  tanah  atau  k in ta l  in i  saya  

t i ngga l kan  untuk  ke la  (da lam  bahasa  adat  

be lu ,  = Ipa r )  saya  ber i kan  juga  bab i  i t u  dan  

rumah  darura t  in i  beser ta  pi r i ng  dan  la i n -

la i n  dia tas  tanah  in i "  dan  sura t  bukt i  yang  

menentukan  in i  d i t embuskan  juga  kepada  

Pemer in tahan  setempat ,  seper t i  :  Camat  Kota  

Atambua,  Lurah  Rinbes i  dan  Kepala  Dusun  

Kufeu  ;

1.2 .4 .Bahwa  te rhadap  is i  sura t  te rsebu t  Pemohon 

Eksekus i /Te rmohon  Penin jauan  Kembal i  t i dak  

pernah  menanggap i /menga jukan  kebera tan  atas  

Hal  31  dar i  40 hal .   Putusan  No.  173 
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i s i  sura t  te rsebu t ,  sampai  Pemohon 

Eksekus i /Te rmohon  Penin jauan  Kembal i ,  

mengajukan  gugatan  ke  Pengadi l an  Neger i  

Atambua  pada  tahun  2006,  bahwa dengan  t i dak  

di t anggap inya  is i  sura t  te rsebu t  maka 

berdasarkan  Azas  Hukum  Perda ta  ten tang  

Pembukt i an ,  Pemohon  Eksekus i /Te rmohon  

Penin jauan  Kembal i  te lah  membuat  Pengakuan  

secara  d iam- diam te rhadap  Is i  sura t / ke j ad i an  

te rsebu t ,  o leh  karenanya  ( i c .  bukt i  novum 

P.PK- 21)  merupakan  sura t  bukt i  yang  Sempurna  

ten tang  sta tus  hukum  tanah  te rsebu t ,  

seh ingga  dengan  demik ian  sura t  bukt i  yang  

menentukan  te rsebu t  te lah  dapat  menje laskan  

dan  mematahkan  bukt i  Termohon  Penin jauan  

Kembal i  yang  dia j ukan  dalam  pers idangan  

perad i l an  t i ngka t  I  ( i c .  Bukt i  P.8 ,  P.9  dan  

P.10)  di  Pengad i l an  Neger i  Atambua dan te l ah  

dapat  menjawab  per t imbangan  Maje l i s  Hakim 

Kasas i  dalam  per t imbangan  hukumnya  pada  

halaman 11,  yang  menyatakan  "Bahwa dar i  a la t  

bukt i  sura t  yang  d ia j ukan  oleh  Penggugat  

asa l  da lam perkara  in i  te rungkap  fak ta  kuat  

sebaga i  petun juk  bahwa se lama  Tergugat  asa l  

menguasa i  tanah  sengketa  t i dak  bebas  dar i  

sengketa  karena  pada  tahun  1978,1985 ,  1986  

dan  1988  hingga  sekarang  Penggugat  te tap  

berupaya  mempertahankan  hak  mi l i knya  atas  

tanah  sengketa  yang  hendak  d ige lapkan  dan  

atau  di l anggar  o leh  Tergugat  asa l " ;

1.2 .5 . Bahwa Termohon  Penin jauan  Kembal i /Pemohon  

Kasas i  /Terband ing /Penggugat  Pr inc i pa l  ( i c .  

Pet rus  Lae)  secara  tegas  juga  te l ah  mengaku i  

dan  membenarkan  ten tang  keberadaan  para  

Pemohon  Penin jauan  Kembal i  d i  atas  tanah  

te rsebu t ,  sebaga imana  dimaksud  dalam  sura t  
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gugatan  dan  Dupl i knya .  Bahwa  ten tang  tanah  

mi l i k  a lmarhum  Pet rus  Lae  yang  didasarkan  

pada  bukt i  sura t  Sporad ik  yang  dibua t  o leh  

Pemohon Eksekus i /Te rmohon  Penin jauan  Kembal i  

(buk t i  P.8) ,  ten tang  sura t  pernya taan  

pemi l i k an  tanah ,  yang  dibua t  o leh  Pemohon 

Eksekus i /Te rmohon  Penin jauan  Kembal i ,  (buk t i  

P.9)  ten tang  sura t  kete rangan  pemi l i k an  

tanah  yang  dibua t  o leh  Lurah  Rinbes i  (buk t i  

P.10)  yang  te l ah  dia j ukan  oleh  Kuasa  Hukum 

Termohon  Penin jauan  Kembal i /Pemohon  

Kasas i  /Terband ing  /Penggugat  asa l  ( i c .  

Pet rus  Lae)  yang  menuru t  Penggugat  asa l  

merupakan  bukt i  a las  hak  ( rech t s  t i t t l e )  

yang  baru  ada  dan  te r i nd i kas i  te l ah  

di rekayasa ,  o leh  karena  j i ka  di l i h a t  dar i  

penerb i t an  sura t - sura t  te r sebu t  baru  

ada/ te r j ad i  pada  tangga l  25  Februar i  2002,  

bahwa  sura t - sura t  te rsebu t  berdasarkan  

kete rangan  saks i  :  THERESIA  HOAR NAHAK,  

da lam  Pers idangan  di  Pengad i l an  Tingka t  I ,  

menyatakan :

"bahwa  penerb i t an  3 ( t i ga )  a la t  bukt i  sura t  

te rsebu t  (P.8 ,P .9  dan  P.10)  t i dak  menuru t  

Prosedura l  Hukum"

Sehingga  baga imana  mungkin  Pemohon Eksekus i /  

Termohon  Penin jauan  Kembal i  memi l i k i  bukt i  

a las  hak  atas  tanah  te rsebu t  j i ka  da lam 

pers idangan  saks i  THERESIA HOAR NAHAK Selaku  

Lurah  Rinbes i  menerangkan  bahwa  sura t - sura t  

te rsebu t  d ike lua r kan /d i t e r b i t k a n  t i dak  

menuru t  prosedura I  hukum,  Dengan  demik ian  

te lah  te rbuk t i  bahwa  Pemohon 

Eksekus i /Te rmohon  Penin jauan  Kembal i  t i dak  

mempunya i  a las  hak  ( rech t s  t i t l e )  atas  tanah  

te rsebu t ,  o leh  karenanya  penguasaan  tanah  
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oleh  Pemohon  Eksekus i /Te rmohon  Penin jauan  

Kembal i  pada  Tahun  1955  sampai  tahun  1960  

hanya  merupakan  Hak Garap  atas  Tanah  Kosong  

yang  berada  d i  bawah  Penguasaan  Masyaraka t  

Adat  Rai  L idak ,  fak ta  hukum in i  te rgambar  

da lam  putusan  Pengad i l an  Tingka t  I  dan  

putusan  kasas i  Mahkamah Agung RI ,  yang  da lam 

Per t imbangan  hukumnya  t i dak  pernah  menyebut  

Bukt i  Alas  Hak  dar i  Pemohon 

Eksekus i /Te rmohon  Penin jauan  Kembal i ,  hanya  

Maje l i s  Hakim se la l u  berpendapat  bahwa tanah  

te rsengke ta / t e r e ksekus i  adalah  tanah  mi l i k  

Penggugat ;  Selan ju t nya  fak ta  hukum 

menerangkan  bahwa  yang  menempat i /menguasa i  

tanah  te rsengke ta / t e r eksekus i  se lama  in i  

ada lah  para  Pemohon  Penin jauan  

Kembal i / Te rmohon  Kasas i / pa ra  Pembanding /pa ra  

Tergugat  yang  dibuk t i k an  dengan  Bukt i  

Pembayaran  Pajak  se lama in i . ,  dan j i ka  tanah  

te rsebu t  merupakan  Tanah  Mi l i k  Termohon  

Penin jauan  Kembal i  mengapa  da lam  SPPTH 

(su ra t  Pember i t ahuan  Pajak  Terhu tang)  bukan  

namanya  Termohon  Penin jauan  Kembal i  ( i c .  

Bukt i  Novum P.PK- 2  s/d  P.PK- 29) .  Sehingga  

bukt i  a las  hak  apa  yang  menjad i kan  tanah  

te rsengke ta / t e r e ksekus i  mi l i k  Pemohon 

Eksekus i /Te rmohon  Penin jauan  Kembal i ,  Dengan 

demik ian  sura t  gugatan  dan  bukt i  yang  

dia j ukan  Termohon  Penin jauan  Kembal i  yakn i  

(P .8 ,  P.9  dan  P.10)  merupakan  sura t  bukt i  

yang  t i dak  mempunyai  Ni la i  Pembukt ian  karena  

sura t  bukt i  te rsebu t  te l ah  d i t anda tangan i  

o leh  Lurah  Rinbes i  saat  i t u  yang  

sesungguhnya  secara  ex  of f i c i o  mengetahu i  

secara  pers i s  bahwa para  Pemohon Penin jauan  

Kembal i / Te rmohon  Kasas i / pa ra  Pembanding /pa ra  
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Tergugat  yang  menguasa i /menempat i  tanah  

Tereksekus i  te rsebu t ,  ser ta  berdasarkan  

kete rangannya  da lam  pers idangan  yang  

mengatakan  penerb i t an  ke- 3  sura t  bukt i  

te rsebu t  t i dak  menuru t  procedura l  hukum,  

namun  fak ta  in i  o leh  Pengad i l an  Neger i  

Atambua  te lah  dengan  senga ja  menghi l angkan  

kete rangan  te rsebu t ,  te rhadap  kete rangan  

Lurah  te rsebu t  para  Pemohon  Penin jauan  

Kembal i / Te rmohon  Kasas i / pa ra  Pembanding /pa ra  

Tergugat  ( te l ah  membuat  Laporan  Pol i s i  d i  

POLRES BELU  ten tang  dugaan  membuat  Sura t  

Palsu /ke te rangan  Palsu )  ;

Bahwa  pihak  Pengad i l an  Neger i  Atambua- pun 

(cq .  Maje l i s  Hakim  yang  memer iksa  dan  

mengadi l i  perkara  in i )  juga  te l ah  mengetahu i  

s iapa  yang  menguasa i /menempat i  tanah  

te rsengke ta  se lama  in i  ket i ka  

di l akukan /d i l a k sanakan  Pemer iksaan  Setempat  

di l okas i  sengketa / t e r e ksekus i ,  te rbuk t i  

Pemohon Eksekus i /Te rmohon  Penin jauan  Kembal i  

secara  f i s i k  t i dak  menguasa i /menempat i  tanah  

te rsengke ta / t e r e ksekus i ,  sebaga imana  

dal i l / a r g ument  Pemohon  Eksekus i /Te rmohon  

Penin jauan  da lam  sura t  gugatannya  dan  

seper t i  yang  diu ra i kan  dalam  sura t  bukt i  

P.8 ,  P.9  dan  P.10 ,  namun  Maje l i s  Hakim 

Tingka t  Per tama  dan  Maje l i s  Hakim  Kasas i  

te lah  mengadi l i  dan  te l ah  membenarkan  yang  

t i dak  sah  menuru t  hukum (onwet t i g .  i I I ega l )  

menjad i  sah  (wetag ,  lega l )  da lam  amar  

putusannya ,  dan  Maje I i s  Hakim  Pengad i l an  

Neger i  Atambua  ser ta  Maje l i s  Hakim  Kasas i  

t i dak  mendasar i  pemer i ksaan  perkara  te rsebu t  

pada  sesua i  :  Pasa l  5 ayat  (1 )  UU No.4 /1970  

yang  menyatakan  bahwa :
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"kedua  belah  pihak  harus lah  dipe r l a kukan  

sama menuru t  hukum,  sama- sama diperha t i k an ,  

berhak  atas  per lakuan  yang  sama  dan  adi l  

ser ta  masing- masing  harus  dibe r i  kesempatan  

untuk  member i kan  pendapatnya"

Bahwa akan  te tap i  da lam pemer iksaan  perkara  

in i  Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  Neger i  Atambua 

dan Maje l i s  Hakim Kasas i  te Iah ,

" t i dak  melaksanakan  azas  AUDI  ET  ALTERAM 

PARTEM",  yakn i  t i dak  obyek t i f  mela inkan  

sudah  langsung  memihak  kepada  Pemohon 

Eksekus i  Pemohon  Kasas i /Te rband ing /  

Penggugat  (sekarang  Termohon  Penin jauan  

Kembal i ) ;

Oleh  karenanya  putusan  kasas i  Mahkamah Agung  

RI ,  No.  2291  K/Pdt /2007 ,  harus  dinya takan  

Bata l   Demi  Hukum;

1.2 .6 .O leh  karenanya  sura t - sura t  bukt i  yang  

menentukan  ( i c .  Bukt i  Novum P.PK- 1 s/d  bukt i  

novum  P.PK- 37)  yang  dia j ukan  oleh  para  

Pemohon  Penin jauan  Kembal i / pa r a  Termohon  

Kasas i / pa ra  Tergugat / pa ra  Pembanding  dalam 

Risa lah /Memor i  Penin jauan  Kembal i  in i  maka 

dapat  Terbantah  bukt i - bukt i  (P .8 ,  P.9  dan  

P.10)  yang  d ia j ukan  Termohon  Penin jauan  

Kembal i /Pemohon  Kasas i /Te rband ing /Pengguga t ,  

yang  dia jukan  dalam  pers idangan  t i ngka t  

per tama,  maka  dasar  putusan  Maje l i s  Hakim 

Tingka t  I  dan  Maje l i s  Hakim  Agung  harus  

dinya takan  BATAL  DEMI  HUKUM karena  te lah  

mendasar i  pada  bukt i - bukt i  yang  t i dak  

mempunya i  Ni la i  Pembukt i an  /  Tidak  SAH 

sebaga i  bukt i ;

2. Bahwa  se lan ju t nya  berdasarkan  keputusan  Mahkamah 

Agung  RI  No.  2291  K/Pdt /2007 ,  Tangga l  25  Nopember  

2008  Jo  putusan  Pengadi l an  Tingg i  Nomor  :  
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36/PDT/2007 /PT.K ,  tangga l  14  Ju l i  2007  yang  

membata lkan  putusan  Pengad i l an  Neger i  Atambua  No.  

03/Pd t .G /2006 /PN.A tb ,  tangga l  5  Maret  2007,  te l ah  

memi l i k i  kekuatan  hukum past i  ( i nk rach t  van  gewi j sde )  

namun  fak tanya  te rnya ta  tanah  sengke ta  bukan  

merupakan  tanah  hak  mi l i k /A lm .  Pet rus  LaE  mela inkan  

tanah  yang  digarap  dar i  tahun  1955  sampai  dengan  

tahun  1960,  o leh  karenanya  tanah  yang  

dikuasa i / d i t empat i  o leh  para  Pemohon  Penin jauan  

Kembal i / pa r a  Termohon  Kasas i / pa ra  Tergugat / pa ra  

Pembanding  se jak  tahun  1961  sampai  dengan  

di l aksanakan  Eksekus i  (v i de .  Bukt i  P.PK- 1  s/d  bukt i  

P.PK37) ,  ada lah   :

2.1 .  Bahwa  sebaga imana  berdasarkan  bukt i  baru  yang  

dia jukan  sebaga i  sura t :  bukt i  yang  bers i f a t  

menentukan  (Novum)  te rsebu t  d ia tas  ( i c .   Bukt i  

Novum P.PK- 1 s/d  P.PK- 37)  sangat  je l as  bahwa tanah  

te rsengke ta  te l ah  d ikuasa i  secara  te rus  menerus  

oleh  para  Pemohon Penin jauan  Kembal i / pa ra  Termohon  

Kasas i / pa ra  Tergugat / pa ra  Pembanding ,  se jak  tahun  

1961  s/d  tahun  2009  yang  didukung  o leh  kete rangan  

Saks i - saks i  da lam  pers idangan ,  seh ingga  j i k a  k i t a  

mendasar i  pada  amanat  UU No.  5  Tahun  1960  Tentang  

Pera tu ran  Dasar  Pokok  Agrar i a ,  Pasal  20 Tentang  Hak 

Mi l i k  maka  para  Pemohon  Penin jauan  Kembal i  

/Termohon  Kasas i  /pa ra  Pembanding  /  para  Tergugat  

ada lah  pihak  yang  memenuhi  syara t  untuk  dibe r i k an  

Hak  Mi l i k  atas  Tanah  Tereksekus i  bukan  pihak  

Termohon  Penin jauan  Kembal i ,  yang  t i dak  mempunyai  

bukt i  a las  hak  atas  tanah  te rsebu t  ;

2.2 .Bahwa  dengan  demik ian  NYATA dan  TERBUKTI  bahwa 

berdasarkan  bukt i  para  Pemohon  Penin jauan  

Kembal i / pa r a  Pemohon  Kasas i / pa ra  Tergugat / pa ra  

Terband ing ,  khususnya  sura t - sura t  bukt i  yang  

bers i f a t  menentukan  (Novum)  te rsebu t  d ia tas  ( i c .  

Bukt i  P.PK- 1  s/d  P.PK- 37) ,  maka  DIPASTIKAN bahwa 
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tanah  te rsengke ta  ada lah  BUKAN  mi l i k  /  dar i  

a lmarhum  Pet rus  Lae  sebaga imana  c la im /da l i l  dan  

argumen gugatan  Termohon  Penin jauan  Kembal i /Pe mohon 

Kasas i /Te rband ing /  Penggugat ,  AKAN  TETAPI  tanah  

sengketa  yang  d ikuasa i / d i t empa t i  o leh  para  Pemohon 

Penin jauan  Kembal i / pa r a  Termohon  Kasas i / pa ra  

Tergugat / pa ra  Terband ing  secara  te rus  menerus  se jak  

tahun  1961 sampai  dengan  di l aksanakan  Eksekus i  pada  

tangga l  21  Oktober  2009,  merupakan  tanah  garapan  

oleh  Termohon  Penin jauan  Kembal i  yang  t i dak  

memi l i k i  buk t i  a las  HAK;

2.3 .Bahwa  Termohon  Penin jauan  Kembal i  baru  memi l i k i  

buk t i  atas  tanah  te rsebu t  pada  tangga l  25  Februar i  

2002,  seh ingga  akan  menjad i  per tanyaan  bagi  para  

Pemohon  Penin jauan  Kembal i  se jak  kapan  Termohon  

Penin jauan  Kembal i  menguasa i /menempat i  tanah  secara  

te rus  menerus  (sesua i  bukt i  P.8 ,  P.9  dan  P.10 )  

bukankah  se lama in i  para  Pemohon Penin jauan  Kembal i  

yang  menguasa i /menempat i  tanah  te rsebu t  ?  (sesua i  

Bukt i  Novum  P.PK- 1  s/d  bukt i  Novum  P.PK- 35)  

karena  :

"Da lam  sura t - sura t  Pajak  yang  d ia jukan  oleh  para  

Pemohon  Penin jauan  Kembal i ,  t i dak  

te rcan tum/ te r ca t a t  namanya  Pemohon  

Eksekus i /Te rmohon  Penin jauan  Kembal i  sebaga i  Waj ib  

Pajak"

Sehingga  baga imana  mungkin  Termohon  Penin jauan  

Kembal i  menguasa i  tanah  te rsebu t  secara  te rus  

menerus ,  sesua i  bukt i  P.8 ,  P.9  dan  Bukt i  P.  10 ,  

seh ingga  ber ten tangan  dengan  dal i l  gugatan  

Penggugat ,  bahwa dalam sura t  gugatannya  (da l i l  pada  

poin  2  dan  poin  3)  menerangkan  bahwa  se jak  Tahun  

1960  Termohon  Penin jauan  Kembal i  te l ah  t i ngga l  d i  

Lamaknen  sampai  Termohon  Penin jauan  Kembal i  

meningga l  dun ia  pada  tangga l  16  Maret  2007  dan  

dikuburkan  d i  Dusun  I l bu l ,  Desa  Di run ,  Kecamatan  
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Lamaknen,  J ika  Termohon  Penin jauan  Kembal i  

berda l i l / b e r a r gumen  bahwa  Pemohon  Penin jauan  

Kembal i  menempat i  tanah  te rsebu t  atas  se i j i n  

Termohon  Penin jauan  Kembal i ,  adakah  bukt i  yang  

menunjukkan  hal  te rsebu t  ?  te rnya ta  dalam 

pers idangan  di  Pengad i l an  Tingka t  I ,  Termohon  

Penin jauan  Kembal i  t i dak  dapat  membukt i kan  

Dal i l / a r gumen  te rsebu t ,  dengan  demik ian  berdasarkan  

Kaidah  Hukum Acara  Perdata  yakn i  :  "S iapa  yang  

mendal i l k an  maka  Ia  Waj ib  membukt i kan  Dal i l n ya "  

seh ingga  dengan  Termohon  Penin jauan  Kembal i  t i dak  

dapat  membukt i kan  Dal i l n ya / a r gumennya  maka 

sepatu tnya  sura t  gugatan  Penggugat  seharusnya  

DITOLAK ;

3. Bahwa dengan  demik ian ,  putusan  Mahkamah Agung  RI  No.  

2291  K/Pdt / 2007 ,  tangga l  25  November  2008  yunto  

putusan  Pengad i l an  Tingg i  Kupang  Nomor  :  

36/PDT/2006 /PTK,  Tangga l ,  14  Ju l i  2007  yunto  Putusan

Pengad i l an Neger i  Atambua Nomor  :

03/PDT/G/2006/PN.Atb ,  tangga l  5  Maret  2007,  HARUSLAH 

DIBATALKAN ;

4. Bahwa berdasarkan  putusan  Mahkamah Agung  RI  No.  2291  

K/Pdt /2007  te rnya ta  Maje l i s  Hakim Agung te l ah  memutus  

perkara  te rsebu t  melanggar  pr ins i p / azas  u l t r a  pet i t um  

par t i um  atau  ul t r a  pet i t a .  Hakim  t i dak  boleh  

mengabulkan  meleb ih i  apa  yang  d i t un tu t  da lam pet i t um  

gugatan .  Menuru t  Frances  Russe l  dan  Cr is t i a n  Loche  

(Eng l i s h  Law and Language,  Casse  London  1992,  ha l  30)  

meskipun  pelanggaran  ul t r a  pet i t a  d i l akukan  Hakim 

dengan  i t i k ad  ba ik  (good  fa i t h )  maupun  sesua i  dengan  

kepent i ngan  umum  (pub l i c  in te res t ) ,  t i ndakan  Hakim 

i t u  te tap  sama dengan  perbua tan  I l ega l .  Dan  set i ap  

pelanggaran  yang  d i l akukan  Hakim  te rhadap  azaz  u l t r a  

pet i t a  sama dengan  pelanggaran  te rhadap  pr ins i p  the  

ru le  of  law ,  Fakta  in i  te rgambar  da lam sura t  gugatan  

Termohon  Penin jauan  Kembal i  ten tang  luas  tanah  yang  
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diguga t  o leh  Pemohon  Eksekus i / Te rmohon  Penin jauan  

Kembal i  ada lah  se luas  :  (5000  m2) ,  fak ta  Hukum ket i ka  

pemer iksaan  setempat  luas  tanah  ada lah :  (6167 ,64  m2)  

dan  berdasarkan  sura t  bukt i  yang  menentukan  ( i c .  

Bukt i  Novum P.PK- 2 s/d  P.PK- 20  dan  Bukt i  Novum P.PK-

23 s/d  Bukt i  Novum P.PK- 29)  ten tang  Bukt i  Pajak ,  yang  

dia jukan  oleh  para  Pemohon  Penin jauan  Kembal i / pa r a  

Termohon Eksekus i  luas  tanah  adalah  :  (4 .140  m2)  ser ta  

Pengakuan  para  Pemohon  Penin jauan  KembaI i / pa ra  

Termohon  Eksekus i  da lam  Ekseps inya  yang  dipaka i  

sebaga i  dasar  Per t imbangan  hukum oleh  Maje l i s  Hakim,  

luas  tanahnya  ada lah  :  (3 .833  m2) ;  dan  se lan ju t nya  

berdasarkan  Ber i t a  Acara  Eksekus i  Luas  Tanah  yang  di  

Eksekus i  se luas / sesua i  dengan  Amar  putusan  Pengad i l an  

Neger i  Atambua  dan  putusan  Kasas i  Mahkamah Agung  RI  

yakn i  se luas  :  (4 .556  m2) ,  Namun  Ket i ka  di l akukan  

Eksekus i  Ri i l / Pengosongan,  Pengad i l an  Neger i  Atambua 

melaksanakan  Eksekus i  sesua i  dengan  putusan  Kasas i  

Mahkamah Agung  RI  seh ingga  te r j ad i  perbedaan  dengan  

batas - batas  tanah  ket i ka  di l aksanakan  pemer iksaan  

setempat  pada  tangga l  I  JuI i  2006  dan  sura t  gugatan  

Penggugat ,  seh ingga  Luas  Tanah  yang  di  Eksekus i  o leh  

Pengad i l an  Neger i  Atambua  apakah  berdasarkan  Sura t  

Gugatan  Pemohon  Eksekus i /Te rmohon  Penin jauan  KembaI i  

atau  berdasarkan  pemer iksaan  setempat  ataukah  

berdasarkan  gugatan  Pengad i l an  Neger i  Atambua ? Sebab  

Fakta  Hukumnya  dalam  sura t  gugatan  Penggugat /da l am  

pet i t umnya  tanah  yang  d i  tun tu t  se luas  (5000  m2) ,  

ket i ka  pemer iksaan  setempat ,  luas  tanah  (6 .167 ,64  m2) .  

Ket i ka  Eksekus i  Luas  Tanah  ada lah  :  (4 .556  m2)  

seh ingga  luas  tanah  yang  d i  Eksekus i  o leh  Pengad i l an  

Neger i  Atambua ATAS SURAT GUGATAN SIAPA ? /  PENGGUGAT 

YANG MANA ?  Oleh  karenanya  putusan  Kasas i  Mahkamah 

Agung  RI  No.2291  K/Pdt /2007  dan  Pelaksanaan  Eksekus i  

yang  di l akukan  oleh  Pengad i l an  Neger i  Atambua 

harus lah  dinya takan  BATAL DEMI HUKUM ;
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I I . Putusan  Maje l i s  Hakim Pengad i l an  Neger i  Atambua Nomor: .  

03/Pdt .G /2006 /PN.Atb ,  tangga l  8  Agustus  2006  jo .  

putusan  Kasas i  Mahkamah Agung  RI ,  No.  2291  K/Pdt /2207 ,  

harus  d iba ta l kan  karena  didasarkan  pada  per t imbangan  

yang  kurang  Iengkap  (Onvo ldoende  gemot i vee rd )  dan  yang  

menyimpang dar i  dasar  gugatan ;

1. Bahwa  pada  hakekatnya  set i ap  putusan  Pengadi l an  

Neger i  harus lah  memuat  alasan  yang  di j ad i kan  dasar  

untuk  mengadi l i  (Pasa l  184  ayat  (1 ) ,  Pasa l  319  HIR,  

Pasal  195,  618  RBg  dan  Pasa l  23  ayat  (1 )  

UU.No.14 /1970) ;

2. Bahwa  putusan- putusan  pengad i l an  yang  kurang  cukup  

per t imbangannya  (onvo ldoenoede  gemot ieveed)  harus  

diba ta l kan  (V ide  yur i sp rudens i  Putusan  Mahkamah 

Agung  RI  No.  638  K/S ip /1969 ,  tangga l  22  Ju l i  1970,  

Rangkuman Yur i sp rudens i  Mahkamah Agung RI ,  11,  1977,  

ha l .237 ) ;

3. Bahwa  Maje l i s  Hakim  dalam  per t imbangan  putusannya  

ten tang  pokok  perkara  pada  Poin  6 (enam)  halaman  13  

( t i ga  be las )  dan hal .  14 (empat  be las )  menyatakan  :

"Bahwa  putusan  Pengad i l an  Tingg i  Kupang  te rsebu t  

sangat  t i dak  mencerminkan  kepas t i an  hukum  karena  

putusan  te rsebu t  sangat - sangat  ber ten tangan  dengan  

berbaga i  yur i sp rudens i  yang  te l ah  dikembangkan  oleh  

Mahkamah  Agung  dalam  bidang  hukum  per tanahan  

nas iona l  se lama  in i  yang  mengkonstan t i r  bahwa  hak  

mi l i k  tanah  berdasarkan  hukum adat  t i dak  mengenal  

kada luarsa " ;

4. Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  Neger i  Atambua  jo  Maje l i s  

Hakim  Kasas i  t i dak  melaksanakan  azas  :  "AUDI  ET 

ALTERAM PARTEM"  t i dak  obyek t i f  mela inkan  sudah  

Iangsung  memihak  kepada  Pemohon  Eksekus i /Te rmohon  

Penin jauan  Kembal i  Pemohon 

Kasas i /Te rband ing /Penggugat ,  seh ingga  sangat  

merug ikan  kepent i ngan  para  Pemohon  Penin jauan  

Kembal i / pa r a  Termohon  Kasas i / pa ra  Pembanding /pa ra  
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Tergugat .  Dimana  da lam  menanggap i  Kont ra  Memor i  

Kasas i  para  Pemohon Penin jauan  Kembal i / pa ra  Termohon  

Kasas i / pa ra  Pembanding /pa ra  Tergugat  a  quo ,  Maje l i s  

Hakim  te rsebu t  te rnya ta  hanya  memper t imbangkan  

Penerapan  Hukum Acara  Pembukt i an  yang  semata- mata  di  

a jukan  oleh  Pemohon  Eksekus i /Te rmohon  Penin jauan  

Kembal i  dar i  aspek  Memor i  Kasas i  Pemohon 

Eksekus i /Te rmohon  Penin jauan  Kembal i ,  tanpa  sama 

seka l i  mengura ikan /memper t imbangkan  Penerapan  Hukum 

Acara  Pembukt i an  ten tang  kebera tan - kebera tan  Kont ra  

Memor i  Kasas i  para  Pemohon  Penin jauan  Kembal i / pa r a  

Termohon  Kasas i / pa ra  Pembanding /pa ra  Terguga t ,  yang  

dipe rsoa l kan  oleh  Pemohon  Penin jauan  Kembal i / pa r a  

Termohon  Kasas i / pa ra  Pembanding /pa ra  Terguga t  da lam 

Kont ra  Memor i  Kasas inya ,  seper t i   :

1. Para  Pemohon  Penin jauan  Kembal i / pa r a  Termohon  

Kasas i / pa ra  Pembanding /pa ra  Tergugat ,  te lah  

menguasa i /mend iami  tanah  te rsengke ta  se lama  ±  46  

Tahun,  secara  te rus  menerus  tanpa  te rpu tus ;

2. Telah  menanami  tanah  te rsengke ta  dengan  tanaman 

umur  pan jang ;

3. Telah  membayar  Pajak ,  se jak  Tahun  1981  sampai  

sekarang ;

4. Menempat i  Tanah  Tersengke ta  atas  se i j i n  

Penguasa/Masyaraka t  Adat  setempat  (Masyaraka t  

Adat  Rai  L idak  Belu)  yang  dipe rkua t  dengan  

kesaks ian  di  bawah Sumpah oleh  saks i  Ibu .  Ermida  

Saran,  mantan  Kepala  Desa  Tukuneno,  Kec.Kota  

Atambua,  Kab.  Belu ;

5. Dan  d i  atas  tanah  te rsengke ta  te l ah  d ibangun,  

bangunan  Permanen  dan  memi l i k i  IMB  dar i  Dinas  

Peker j aan  Umum Kabupaten  Belu  ;

5. Bahwa Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  Neger i  Atambua  juga  

te l ah  berusaha  menyembuny ikan  fak ta  has i l  

pemer i ksaan  setempat  te r t angga l  1  Ju l i  2006  

khususnya  ten tang  luas  ob jek  tanah  sengketa  yang  
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mana  kenya taannya  pada  saat  pemer iksaan  setempat  

dike tahu i  bahwa luas  tanah  sengketa  ada lah  6.167 ,64  

m2,  luas  in i  t i dak  sesua i  dengan  sura t  gugatan  

Penggugat  yang  mendal i l k an  bahwa  luas  tanah  

te rsengke ta .  adalah  5000 m2 ( i c .  Bukt i  Novum P.PK- 30)  

dan  menuru t  Pengakuan  para  Pemohon  Penin jauan  

Kembal i / pa r a  Termohon  Kasas i / pa ra  Pembanding /pa ra  

Tergugat  luas  tanah  yang  disengke takan  adalah  3.833  

m2,  Dan dalam putusan  Pengad i l an  Neger i  Atambua  dan  

putusan  kasas i  Mahkamah  Agung  RI ,  luas  tanah  yang  

disengke takan  yang  te l ah  dimuat  da lam  Amar  

Putusannya  ada lah  se luas  4.556  m 2 ( i c .  Bukt i  novum 

P.PK- 31  dan  33) ,  fak ta - fak ta  hukum  t i dak  

dipe r t imbangkan  secara  Obyekt i f  ba ik  o leh  Maje l i s  

Hakim  Pengad i l an  Neger i  Atambua  maupun  o leh  Maje l i s  

Hakim  Kasas i  da lam  hal  Penerapan  Hukum  Acara  

Pembukt i an ;

6. Bahwa  hal  mana  membuat  Maje l i s  Hakim  Pengadi l an  

Neger i  Atambua Jo  Maje l i s  Hakim Kasas i  da lam perkara  

a  quo  te l ah  mengabu lkan  t i dak  sesua i  dengan  sura t  

gugatan  Penggugat ,  yang  diku t i  o leh  putusan  kasas i  

Mahkamah  Agung  RI .   khususnya  ten tang  luas  tanah  

seh ingga  akh i rnya  da lam amar  keputusan  a quo  Maje l i s  

Hakim  te l ah  dengan  senga ja  mengabulkan  luas  tanah  

te rsengke ta  se luas  4.556  m2,  yang  seo lah- olah  luas  

tanah  yang  diguga t  te r sengke ta  benar  ada lah  4.556  m2 

sesua i  sura t  gugatan  Penggugat  ;

Bahwa  hal  mana,  bahwa  per t imbangan  /  putusan  yang  

seper t i  demik ian  te l ah  melanggar  azas  u l t r a  pet i t e  

dan ber ten tangan  dengan  keten tuan  da lam Pasa l  50 Rv,  

Pasal  178  ayat  (3 )  HIR  maupun  Pasa l  189  ayat  (3 )  

RBg;

7. Bahwa  oleh  karenanya  putusan  pengad i l an  yang  

didasarkan  atas  per t imbangan  yang  menyimpang  dar i  

dasar  gugatan  harus  diba ta l kan  (V ide  yur i sp rudens i  

Putusan  Mahkamah  Agung  RI  No.  372  K/S ip /1970 ,  
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tangga l  1  September  1971,  Rangkuman  Yur i sp rudens i  

Mahkamah Agung RI ,  I I ,  1977,  ha l . 236 ) ;

8. Bahwa  oleh  karena  Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  Neger i  

Atambua  Jo  Maje l i s  Hakim  Kasas i  yang  memer iksa  dan  

mengadi l i  perka ra  in i  d i  t i ngka t  per tama  dan  akh i r  

te l ah  t i dak  obyek t i f  da lam  menja tuhkan  putusannya  

karena  didasarkan  pada  per t imbangan  yang  KURANG 

LENGKAP DAN MENYIMPANG DARI  DASAR GUGATAN Pemohon 

Eksekus i /Te rmohon  Penin jauan  Kembal i /Pemohon  

Kasas i /Te rband ing /  Penggugat  dalam  sura t  gugatnya  

per t imbangan  mana te lah  dibenarkan  dan di  ambi l  a l i h  

se lu ruhnya  menjad i  per t imbangan  hukum Maje l i s  Hakim 

Kasas i  yang  se lan ju t nya  d ibenarkan  oleh  Judex  Jur i s  

da lam putusannya  yang  dimohonkan  Penin jauan  Kembal i ,  

maka patu t l ah  k i ranya  Bapak  Ketua  Mahkamah Agung  RI  

dan  atau  Maje l i s  Hakim  Agung  yang  memer iksa  dan  

mengadi l i  perkara  in i  d i t i ngka t  Penin jauan  Kembal i  

untuk  membata lkan  keputusan  a quo ;

Dimana Maje l i s  Hakim leb ih  mempercaya i  sega la  k la im ,  

da l i l  dan  argument  Pemohon  Eksekus i /Te rmohon  

Penin jauan  Kembal i /Pemohon  

Kasas i /Te rband ing /Penggugat  yang  nyata - nyata  TIDAK 

didukung  oleh  satupun  ala t  bukt i  yang  re levan  dan  

berkua l i t a s  da lam hukum pembukt i an  perda ta  te rsebu t .  

Di  s is i  la i n ,  Maje l i s  Hakim  te lah  menolak  sega la  

da l i l  dan argument  kebera tan  para  Pemohon Penin jauan  

Kembal i  da lam  Kont ra  Memor inya  yang  didukung  o leh  

ala t  bukt i  yang  outhen t i k  dan  didukung  oleh  

kete rangan  ( t i ga )  orang  saks i  yang  kompeten ,  o leh  

karenanya  :

"Putusan  Maje l i s  Hakim  Pengadi l an  Neger i  Atambua 

Nomor:  03/Pdt .G /2006 /PN/Atb  5  Maret  2007   jo .  

Putusan  Kasas i  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  :  2291  

K/Pdt /2007  harus  diba ta l kan  karena  Maje l i s  Hakim 

sa lah  menerapkan  hukum pembukt i an  atau  hukum acara  

pada  umumnya,  juga  sama  seka l i  t i dak  
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memper t imbangkan  Yur i sp rudens i  te rka i t  ser ta  Dokt r i n  

dan Azas  Hukum  Perda ta ;

9. Bahwa  se lan ju t nya  mengenai  keadaan  deta i l  ob jek  

gugatan  (ca ra  mempero lehnya ,  luas  tanah  ser ta  

hubungan  benda  te rsebu t  dengan  Penggugat )  t i dak  sama 

seka l i  d ipe r i n c i  dengan  je l as  dan  te rang .  Padaha l  

da lam  gugatan  sangat  pent i ng  eks is t ens i nya  oleh  

karena  kekurang  je l asan  penyebutan  objek  gugatan  

akan  menyebabkan  gugatan  t i dak  dapat  d i t e r ima  (V ie t  

Onvanke l i j k  Verk laa rd )  sebaga imana  menuru t  

Yur i spudens i  Putusan  Mahkamah Agung RI :

i .  Nomor:  1391  K/S ip /1975 ,  tangga l  26  Apr i l  1979  

dalam  perkara  Fl i s t as  Ussu  jen i s  lawan  Mens iana  

Ussu  dengan  ka idah  dasar  bahwa:  "Karena  dar i  

gugatan  Penggugat  t i dak  je l as  batas - batas  dusun  

sengketa  yang  diguga t . . . ,  maka  gugatan  Penggugat  

t i dak  d i t e r ima" .  Rangka ian  Yur i sp rudens i  Mahkamah 

Agung  RI  ( I I )  Hukum  Perdata  dan  Hukum  Acara  

Perdata ,  Penerb i t  Proyek  Yur i sp rudens i  Mahkamah  

Agung,  .1977 ,  ha l .  303;

i i .  Nomor:  565  K/S ip /1973 ,  tangga l  21  Agustus  1974  

dalam  perkara  Oei  Nai  Tj i e  lawan  Ny.  Janda  Tjoe  

Win  Nio  Said  bin  Salam,  Gubernur  Kepala  Daerah  

Khusus  Ibuko ta  Jakar ta  Raya  qq.  Jawatan  Peker jaan  

Umum yang  menyebutkan ;  "Objek  gugatan  t i dak  je l as  

maka gugatan  t i dak  dapat  d i te r ima " .  Ib i d  ha l  12;

10. Bahwa  sebaga imana  sesua i  dengan  dokt r i n  hukum perda ta  

ya i t u :  "s iapa  yang  mengaku  mempunyai  hak,  maka ia  harus  

membukt i kan  haknya;  seh ingga  demik ian  ia  te lah  dapat  

membukt i kan  dal i l - da l i l  gugatannya"  (V ide  Pasal  1865  

KUHPerdata ) ;

Bahwa dalam hal  in i  Pemohon Eksekus i /Te rmohon  Penin jauan  

Kembal i /Pemohon  Kasas i /Te rband ing /Pengguga t  te l ah  t i dak  

dapat  membukt i kan  alas  Hak atas  tanah  BUKTI  KEPEMILIKAN 
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TANAH dalam Pers idangan ;

Bahwa akan  te tap i  kenyataanya  Maje l i s  Hakim  juga  te lah  

mengabaikan  bukt i  a las  hak,  Dokt r i n /Azas  Hukum Perdata  

te rsebu t  dalam  memutus  perkara  te rsebu t ,  seh ingga  

mengak iba t kan  per t imbangan  da lam  putusan  a  quo  kurang  

kuat  /  t i dak  berdasar  hukum  oleh  karenanya  patu t  

d iba ta l kan  putusan  yang demik ian  i t u ;

11. Bahwa  da lam  hal  in i ,  kete rangan  3  ( t i ga )  orang  saks i  

yang  dia j ukan  Pemohon  Eksekus i /Te rmohon  Penin jauan  

Kembal i /Pemohon  Kasas i  /Te rband ing /Pengguga t ,  yakn i  

masing- masing  :  ARNOLD YOSEP KAI ,  ELISABETH SOI  dan  

ALOSIUS YOSEP LOE,  sama seka l i  t i dak  mampu member ikan  

kete rangan  sebaga i  bukt i  kepada  pers i dangan  perkara  a  

quo  ten tang  hal - ha l  pa l i ng  pr ins i p  /  subs tans i  dar i  

penga juan  gugatan  Pemohon  Eksekus i /Te rmohon  Penin jauan  

Kembal i /Pemohon  Kasas i /Te rband ing  /Penggugat  da lam 

perkara  in i ,  yakn i

a. Ket iga  saks i  Pemohon  Eksekus i /Te rmohon  Penin jauan  

Kembal i /Pemohon  Kasas i /Te rband ing /Penggugat  te rsebu t  

t i dak  ada  satupun  yang  dapat  memast i kan  secara  hukum 

bahwa  Pemohon  Eksekus i /Te rmohon  Penin jauan  

Kembal i /Pemohon  Kasas i /Te rband ing  /Penggugat  memi l i k i  

a las  hak  kepemi l i k an  yang  sah  ( rech t s  t i t t l e )  atas  

tanah  te rsengke ta .  Saks i - saks i  te r sebu t  hanya  

menerangkan  "bahwa  benar  Pemohon  Eksekus i / Te rmohon  

Penin jauan  Kembal i /Pemohon  

Kasas i /Te rband ing /Penggugat  yang  membuka  lahan / t anah  

te rsebu t  pada  tahun  1955  dengan  cara  menggarap  bukan  

sebaga i  Hak Mi l i k ,  sedangkan  ten tang  luas  tanah  para  

saks i  t i dak  mengetahu inya ,  seh ingga  kete rangan  para  

saks i  te rsebu t  ber ten tangan  dengan  sura t  bukt i  (P .8 ,  

P.9  dan  P.10)  yang  juga  di ragukan  Keabsahannya  oleh  

para  Pemohon  Penin jauan  Kembal i  (seper t i  yang  te l ah  

diu ra i kan  dia tas )  ;
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Namun FAKTA in i  t i dak  d ipe rmasa lahkan  oleh  Maje l i s  

Hakim  te rsebu t  da lam  per t imbangan  hukumnya,  malah  

pada  ha laman  1.5  ( l ima  belas )  Poin  4  (empat )  

putusannya ,  malah  Maje l i s  Hakim  menggunakan  bukt i  

P.11  sebaga i  dasar  per t imbangannya  dengan pendapat  :

"sesua i  bukt i  P.11  ten tang  hak  Penggugat  atas  obyek  

sengketa  dimana  Tergugat  bersed ia  menggant i  rug i  atas  

obyek  sengketa  yang  d i t i n gga l  perg i  o leh  Penggugat  

(ka rena  tugas  Negara)  dan  Tergugat  bersed ia  menggant i  

rug i  sebesar  Rp.  2.500 .000 ,  (dua  ju ta  l ima  ra tus  r i bu  

rup iah )  " .

Bahwa  Per t imbangan  Maje l i s  Hakim  Kasas i  te rsebu t  

ber ten tangan  dengan  PERMA No.2  Tahun  2003  Tentang  

PROSEDUR MEDIASI  DI  PENGADILAN,  Pasal  13  ayat  1 

(sa tu )  yang  menyatakan :

“J i ka   para  pihak  gaga l  mencapa i  kesepaka tan ,  

pernya taan  dan  pengakuan  para  p ihak  dalam  proses  

medias i  t i dak  dapat  d igunakan  sebaga i  a la t  bukt i  

da lam  proses  pers i dangan  perkara  yang  bersangku tan  

atau  perkara  la i nnya  ° ,

Bahwa fak tanya  bukt i  P.11  yang  dia j ukan  oleh  Pemohon 

Eksekus i /Te rmohon  Penin jauan  Kembal i  adalah  merupakan  

pernya taan  yang  dibua t  o leh  para  Pemohon  Penin jauan  

Kembal i ,  para  Termohon  Kasas i / pa ra  Pembanding /pa ra  

Tergugat ,  te r t angga l  21  Maret  2006,  da lam  proses  

MEDIASI  perkara  A  QUO,  seh ingga  berdasarkan  Pasa l  

te rsebu t  d i  atas  bukt i  P.11  t i dak  dapat  d igunakan  

sebaga i  a la t  bukt i . ;

12. Bahwa  mengenai  kekuatan  pembukt i an  ala t - ala t  bukt i  

(su ra t  maupun  saks i )  yang  dia jukan  dalam  perkara  in i ,  

sangat  t i dak  TEPAT  dan  TIDAK  BERALASAN j i k a  Maje l i s  

Hakim te rsebu t  menyatakan  kekuatan  hukum ala t  bukt i  para  

Pemohon  Penin jauan  Kembal i / pa r a  Termohon  Kasas i / pa ra  

Pembanding /pa ra  Tergugat  t i dak  dapat  membukt i kan  dal i l  

bantahannya  oleh  kekua tan  hukum  ala t  bukt i  Pemohon 

Eksekus i /Te rmohon  Penin jauan  Kembal i /Pemohon 
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Kasas i /Te rmohon  Banding /Penggugat ,  Bahwa dar i  Ke- 11 ala t  

bukt i  te r t u l i s  yang  dia jukan  oleh  Pemohon 

Eksekus i /Te rmohon  Penin jauan  Kembal i /Pemohon  

Kasas i /Te rmohon  Banding /Penggugat  t i dak  satupun  ala t  

bukt i  yang  menunjukkan  a las  haknya  atas  tanah  

te rsengke ta / t e r e ksekus i  sesua i  dengan  dal i l  gugatannya  

yang  menyatakan  bahwa  tanah  te rsebu t  ada lah  tanah  

MILIKNYA,  beg i t upun  dengan  kete rangan  saks i - saks inya  

hanya  menerangkan  bahwa  tanah  te rsebu t  tanah  garapan  

Pemohon  Eksekus i /Te rmohon  Penin jauan  Kembal i /Pemohon  

Kasas i /Te rmohon  Banding /Penggugat  se jak  tahun  1955  s/d  

1959,  Sebal i knya  para  Pemohon  Penin jauan  Kembal i / pa ra  

Termohon  Kasas i / pa ra  Pembanding /pa ra  Tergugat  te l ah  

te rbuk t i  sebe lum  dia jukan  a la t  bukt i  dan  saks i  sebaga i  

Pihak  yang  menguasa i /menempat i  tanah  te rsebu t  ±  46  

tahun ,  seh ingga  menuru t  UU Pokok  Agrar i a  No.  5  Tahun  

1960,  para  Pemohon  Penin jauan  Kembal i / pa ra  Termohon  

Kasas i / pa ra  Pembanding /pa ra  Tergugat l ah  yang  mendapat  

pr io r i t a s  Hak  Mi l i k  atas  tanah  te rsebu t ,  yang  didukung  

dengan  ala t  bukt i  te r t u l i s  (buk t i  pa jak )  dan  kete rangan  

saks i - saks i ,  seh ingga  dengan  demik ian  maka para  Pemohon 

Penin jauan  Kembal i / pa r a  Termohon  Kasas i / pa ra  

Pembanding /pa ra  Tergugat  yang  dapat  membukt i kan  alas  hak  

kepemi l i k an  atas  tanah  te rsengke ta / t e r e ksekus i ,  o leh  

karenanya  putusan  kasas i  Nomor  :  2291  K/Pdt / 2007  

harus lah  dinya takan  BATAL DEMI HUKUM, karena  te lah  sa lah  

dalam melakukan  penerapan  hukum pembukt i an ;

13. Bahwa te r l epas  dar i  kesemuanya  i t u ,  seka l i  lag i  da lam 

perkara  perda ta  in i  o leh  karena  pihak  Penggugat l ah  

(sekarang  Termohon  Penin jauan  Kembal i /Pemohon  

Kasas i /Te rband ing /Penggugat )  yang  mengkla im  hak  mi l i k  

atas  tanah  te rsengke ta  te rsebu t  maka secara  hukum pihak  

Penggugat l ah  yang  harus  dibebankan  untuk  membukt i kan  

dal i l - da l i l  gugatannya  bukan  seba l i knya  Tergugat  

(sekarang  para  Pemohon Penin jauan  Kembal i / pa r a  Termohon  

Kasas i / pa ra  Pembanding /pa ra  Tergugat )  yang  harus  
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membukt i kan ;

14. Bahwa adapun  hal  yang  dapat  KAMI/para  Pemohon Penin jauan  

Kembal i / pa ra  Termohon  Kasas i / pa ra  Pembanding /pa ra  

Tergugat   memper tanyakan ,  bahwa  da lam  putusan  kasas i  

Mahkamah Agung  te r t u l i s  :  Putusan  No.  2291  K/Pdt /2007 ,  

namun  dalam  per t imbangan  hukum,  putusan  kasas i  

d ipu tuskan  da lam rapa t  permusyawara tan ,  Mahkamah Agung,  

pada  har i  Selasa  tangga l  25  November  2008,  ar t i n ya  

berdasarkan  akta  hukum te rsebu t ,  putusan  kasas i  Mahkamah 

Agung  RI .  te r j ad i  pada  tangga l  25  November  2008,  

seh ingga  putusan  kasas i  seharusnya  te r t u l i s  2291  

K/Pdt /2008 ,  bukan  putusan  No.  2291 K/Pdt / 2007 ;

Bahwa dengan  demik ian  mohon  Bapak  Ketua  Mahkamah Agung 

RI .  yang  te rho rmat  dan  atau  yang  mul ia  Maje l i s  Hakim 

Agung  pada  Mahkamah  Agung  RI .  yang  memer iksa  dan  

mengadi l i  perka ra  in i  d i t i n gka t  Penin jauan  Kembal i  agar  

k i r anya  sungguh- sungguh  mel iha t ,  menganal i sa ,  dan  

mengadi l i  dengan  memperhat i kan  secara  seksama ala t - ala t  

bukt i  sura t  yang  menentukan  dia j ukan  o leh  para  Pemohon 

Penin jauan  Kembal i / pa r a  Termohon  Kasas i / pa ra  

Pembanding /pa ra  Tergugat  da lam  perkara  in i  yang  

sesungguhya  te lah  dapat  menggugurkan  sega la  

c la im/da l i l / a r g umen  bahkan  a la t - a la t  bukt i  yang  dia j ukan  

Pemohon  Eksekus i /Te rmohon  Penin jauan  Kembal i /Pemohon  

Kasas i /Te rband ing /Penggugat ;

Menimbang,  bahwa te rhadap  a lasan- a lasan  pen in jauan  

kembal i  te rsebu t  Mahkamah Agung berpendapat  :

Bahwa  alasan- alasan  te rsebu t  t i dak  dapat  

d ibenarkan ,  karena  bukt i  baru  (Novum)  yang  dia j ukan  

t i dak  re levan  dengan pokok  perkara ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per t imbangan-

per t imbangan  dia tas ,  maka permohonan  pen in jauan  kembal i  

yang  dia j ukan  oleh  para  Pemohon  Penin jauan  Kembal i  :  

YOSEPH MAU LEON dan  kawan  te rsebu t  t i dak  bera lasan ,  
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seh ingga  harus  d i t o l a k  ;

Menimbang,  bahwa oleh  karena  permohonan  pen in j auan  

kembal i  dar i  para  Pemohon  Penin jauan   Kembal i   d i t o l a k ,  

maka  b iaya  perkara  dalam pemer iksaan  pen in jauan  kembal i  

in i  harus  dibebankan  kepada  para  Pemohon  Penin jauan  

Kembal i  ;

 Memperhat i kan  Undang- Undang No.  48 Tahun 2009 dan  

Undang- Undang  No.14  Tahun  1985  sebaga imana  te l ah  diubah  

dengan   Undang- Undang No.  5 Tahun 2004 dan Undang- Undang  

No.  3 Tahun 2009 ser ta  pera tu ran  perundang- undangan  la i n  

yang  bersangku tan ;

M E N G A D I  L I   :

Menolak  permohonan  pen in j auan  kembal i  dar i  para  

Pemohon Penin jauan  Kembal i  :  1.  YOSEPH MAU LEON dan 2.  

MARIA SOIK te rsebu t ;

Menghukum  para  Pemohon  Penin jauan  Kembal i / pa ra  

Tergugat  I  dan  I I  untuk  membayar  biaya  perkara  da lam 

pemer iksaan  penin jauan  kembal i  in i  sebesar  Rp 

2.500 .000 , -  (dua  ju ta  l ima  ra tus  r i bu  rup iah )  ;  

Demik ian lah  dipu tuskan  da lam rapa t  permusyawara tan  

Mahkamah Agung  pada  har i  Rabu   tangga l  14  Ju l i   2010  

oleh  DR.  H.  AHMAD KAMIL,  S.H.  M.Hum.  Hakim  Agung  yang  

di t e t apkan  oleh  Ketua  Mahkamah  Agung  sebaga i  Ketua  

Maje l i s ,  Drs .  HAMDAN,  SH.  MH.,  dan   Pro f .  DR.  ABDUL 

MANAN,  SH.  S. IP . ,  M.Hum.,   Hakim- hak im   Agung  sebaga i  

Anggota ,   dan   d iucapkan  dalam  s idang   te rbuka   untuk  

umum  pada   har i  i t u  juga  oleh   Ketua  Maje l i s  beser ta  

Hakim- hak im  Anggota  te rsebu t  dan  diban tu  oleh  BAMBANG 

HERY MULYONO,  S.H. ,  Pani te ra  Penggant i ,  dengan  t i dak  

dihad i r i  o leh  kedua  belah   p ihak .

Hakim- hak im  Anggota ,  
K e t  u a,
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

  
t t d .
                 t t d .  
DR.  H.  AHMAD KAMIL,  S.H.  M.Hum.
Drs .  HAMDAN, SH.  MH.
                 t t d .
Prof .  DR. ABDUL MANAN, SH.  S. IP . ,  M.Hum.

                                     

Biaya- biaya  :  

Pani te ra   Penggant i ,   

1.  Metera i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .……………  Rp.         6.000 , -  
t t d .
2.  Redaks i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .………….. .   Rp.        5.000 , -  
BAMBANG H.  MULYONO, SH.
3.  Admin is t r a s i  Penin jauan  Kembal i   Rp.  2.489 .000 , -
                          J  u m l  a h ………… Rp.  2.500 .000 , -

Untuk  sa l i nan
MAHKAMAH AGUNG RI

a.n .  Pani te r a
Pani te ra  Muda Perdata ,

SOEROSO ONO, S.H.  M.H  .  
NIP.  040 044 809

Hal  51  dar i  40 hal .   Putusan  No.  173 
PK/Pdt /2010
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